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MOTTO  
“Kebahagiaan itu bergantung pada dirimu sendiri” 
(Aristoteles) 
 
 “Di dunia ini jangan terlalu bergantung pada seseorang, karena bahkan 
bayanganmu sendiri akan meninggalkanmu saat kamu dalam gelap”  
(Ibnu Taimiyah) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edision) 
 
“Kesulitan apapun yang dihadapi, asal punya keinginan untuk berjuang, pasti 
semua kesulitan bisa diatasi” 
(Eka Tjipta Widjaja – Founder Sinar Mas Group) 
 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan 
jangan saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” 
(QS. Al- Maidah ayat 2) 
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ABSTRACT  
The purpose of this research to determine the method used by Bank 
Syariah Mandiri Branch Boyolali in handling problem financing micro and to 
find out how to conduct a problem financing micro handling in the Bank Syariah 
Mandiri Branch Boyolali.  
The research method used by the author is to use qualitative descriptive 
research methods, descriptive research is research that is used to provide a 
clearer picture about social situations. Qualitative research is research that 
prioritizes data collection or reality issues based on data collection or reality 
issues.  
Conclusions obtained: strategies in overcoming problem financing micro, 
namely: first by approaching members. Second, intensive billing. Third, 
reprimand by sending a warning letter is due. Fourth, rescheduling, namely the 
extension of due time for members. Fifth, reconditioning (return requirements). 
Sixth, restructuring (realignment). Seventh, delete the book (write off) the last step 
taken by the bank.  
 
Keywords: Causes, Efforts, Settlement of problematic micro finance 
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ABSTRAK  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui metode yang digunakan BSM 
Cabang Boyolali dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah dan untuk 
mengetahui bagaimana melakukan kebijakan penanganan pembiayaan mikro 
bermasalah di BSM Cabang Boyolali.  
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tantang situasi-situasi 
sosial. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengedepankan pengumpulan 
data atau realitas persoalan berdasarkan pada pengumpulan data atau realitas 
persoalan. 
Kesimpulan menunjukkan bahwa BSM dalam mengatasi pembiayaan 
mikro bermasalah, yaitu: pertama dengan melakukan pendekatan kepada nasabah. 
Kedua, penagihan secara intensif. Ketiga, teguran dengan melayangkan surat 
peringatan telah jatuh tempo. Keempat, resheduling yaitu perpanjangan waktu 
jatuh tempo kepada nasabah. Kelima, reconditioning (persyaratan kembali). 
Keenam, restructuring (penataan kembali). Ketujuh, hapus buku (write off) yaitu 
langkah terakhir yang dilakukan oleh bank.  
 
Kata Kunci : Penyebab, Upaya, Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah  
Lahirnya perbankan syariah merupakan hasil pemikiran dari ekonom 
dan praktisi perbankan muslim yang menginginkan adanya jasa transaksi 
keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip 
syariah Islam. Praktik riba, maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan) 
merupakan kegiatan yang dilarang dalam transaksi yang menggunakan 
prinsip syariah (Muhammad, 2014:13). 
Dengan berkembangnya institusi-institusi keuangan syariah yang 
salah satunya adalah bank, bertambahnya jumlah bank persaingan antar bank 
akan semakin meningkat begitupun persaingan untuk menarik dana dari 
masyarakat. Semua bank berlomba-lomba menghimpun dana dari masyarakat 
yang nantinya akan disalurkan ke masyarakat baik yang membutuhkan untuk 
tujuan produktif maupun konsumtif, namun biasanya bank syariah 
menyalurkan dananya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk 
menjalankan suatu usaha, supaya dana yang sudah terkumpul bermanfaat. 
Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi 
pada laba (profit). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, 
tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank syariah. Laba 
bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas 
penanaman dana dan biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk 
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dapat memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan 
pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana yang 
dikumpulkan dari masyarakat (DPK), serta dana modal pemilik atau pendiri 
bank syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut. 
(Muhammad, 2014:90) 
Bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan 
prinsip syariah dan berlandaskan Al-Quran dan Hadits yang harapannya bank 
syariah dapat menjadi alternatif menuju sistem perbankan lebih baik dan 
mengutamakan keadilan demi kemaslahatan umat. Dari sekian banyak Bank 
Syariah yang ada di Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri merupakan bank 
syariah yang sangat pesat kemajuannya, hal ini bisa dilihat dari total aset 
yang dimilikinya pada laporan keuangan (annual report).  
Tabel 1.1 Total Aset (Rp Miliar) 
 
Sumber : Annual Report BSM tahun 2017: 18  
Berdasarkan data diatas pada tahun 2015 total aset Bank Syariah 
Mandiri sebesar Rp 70.370 miliar. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan 
yaitu sebesar Rp 78.832. Sedangkan pada tahun 2017 juga mengalami 
70,37 
78,83 
87,94 
2015 2016 2017
Total Aset
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kenaikan sebesar Rp 87.940. Aset yang dimiliki Bank Syariah Mandiri setiap 
tahunnya mengalami kenaikan.  
Dalam memberikan pelayanan, lembaga perbankan syariah telah 
memberikan pelayanan yang lengkap sebagai upaya untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Produk perbankan syariah yang paling diminati dan 
dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya yaitu produk pembiayaan 
(Muhammad, 2014:314). Kegiatan penyediaan dana berdasarkan kesepakatan 
antara bank dengannasabah dan mewajibkan nasabah membayar tagihan 
tersebut berdasarkanjangka waktu dan bagi hasil yang disepakati merupakan 
definisi daripembiayaan (Riduwan, 2013). 
Adanya lembaga keuangan syariah, diharapkan dapat memberikan 
sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara 
pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui 
pembiayaan ini bank syariah bisa menjadikan partner nasabah, sehingga 
hubungan bank syariah dengan nasabah bukan lagi dengan istilah debitur 
maupun kreditur tapi bisa disebut sebagai kemitraan atau partner dalam 
usaha. Peran nasabah dalam perbankkan sangat penting dikarenakan nasabah 
pembiayaan merupakan nasabah yang akan bisa menghasilkan keuntungan 
bagi bank, terutama dalam hal mendapatkan bagi hasil tiap bulan, bank 
syariah juga diharapkan mampu untuk menstabilkan ekonomi masyarakat 
serta terutama perekonomian secara nasional (Muhammad, 2014: 17). 
Pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat,dalam hal 
ini masyarakat yang membutuhkan dana akan dibantu denganpembiayaan 
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bank syariah. Nasabah yang memiliki profitabilitas yang tinggidan memiliki 
tingkat kemampuan membayar merupakan target utama dalamrealisasi 
pembiayaan (Asiyah, 2015:6). 
Seiring perkembangan pembiayaan yang tumbuh signifikan, pastinya 
terdapat sebuah pembiayaan bermasalah. Mutu pembiayaan yang tidak 
berhasil, tidak muncul begitu saja tanpa memberi tanda-tanda sebelumnya. 
Dengan demikian, pembiayaan bermasalah juga tidak muncul secara 
mendadak. Pada sebagian besar kejadian, berbagai macam gejala penurunan 
mutu pembiayaan secara bertahap telah bermunculan jauh sebelum kasus 
pembiayaan bermasalah itu muncul ke permukaan. 
Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar 
yang diberikan pihak bank kepada nasabah yang tidak dapat atau tidak mau 
memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya 
secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Pembiayaan yang tidak 
harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat 
dihindari,di BSM Cabang Boyolali pastinya juga tidak bisa terhindar dari 
pembiayaan kurang lancar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan 
bermasalah. 
Pembiayaan bermasalah terjadi karena berbagai hal, bisa karena faktor 
internal maupun faktor eksternal. Menurut Wangsawidjaja (2012:93), terdapat 
beberapa faktor nasabah mengalami pembiayaan bermasalah antara lain 
yaitu:adanya pennyalahgunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan 
kesepakatan, terjadi perpecahan diantara pemegang saham, tenaga-tenaga ahli 
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yang dimiliki telah meninggalkan perusahaa, dan penggunaan uang yang 
tidak efisien. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya bencana alam, 
perubahan kondisi ekonomi dan perdagangan, dan tertinggalnya tekhnologi 
yang semakin canggih. maka setiap perusahaan untuk mengatasi tersebut 
diharapkan untuk menggunakan assuransi. Sehingga apabila terjadi 
permasalahan bisa teratasi. 
Berdasarkan data dari Annual Report BSM selama tiga tahun, 2015, 
2016, dan 2017 adalah sebagai berikut.  
Tabel 1.2 
Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) 
No Tahun NPF Gross NPF Nett 
1 2015 6,06 % 4,05 % 
2 2016 4.92 % 3,13 % 
3 2017 4,53 % 2,71 % 
Sumber : Annual Report tahun 2017: 19 
Jika dilihat dari tabel diatas, Bank Syariah Mandiri dari tahun ke tahun 
mengalami penurunan persentase pembiayaan bermasalah (NPF). Pada tahun 
2015 NPF nett sebesar 4,05 % ditahun 2016 sebesar 3,12 % dan di tahun 
2017 sebesar 2,71 %. Ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri 
memiliki kualitas pembiayaan yang baik dan masih dibawah batas Bank 
Indonesia sebesar 5%.  
Penanganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua 
lembaga keuangan. Karena bank akan mengalami kerugian jika ternyata 
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kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan 
merupakan sumber utama pendapatan bagi bank. Pembiayaan sendiri 
merupakan penyediaan dana kepada mudharib berdasarkan akad yang sesuai 
dengan pembiayaan yang dilakukan. 
Dalam Islam diatur untuk menghormati dan mematuhi setiap 
perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Sebagaimana 
firman Allah dalam QS. Al-Anfaal ayat 27 yang artinya: "Hai orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) 
dan janganlah kamu menghianati amanat yang dipercayakan kepadamu, 
sedangkan kamu mengetahui" 
Ayat di atas melarang seseorang untuk menghianati amanat yang telah 
dipercayakan kepada dirinya. Hal ini berarti seseorang nasabah dapat 
dikenakan sanksi sesuai dengan kondisinya, karena telah melakukan cedera 
janji atau tidak melaksanakan amanah yang telah di berikan sehingga 
merugikan orang lain. 
Pembiayaan bermasalah yang terjadi lebih sering karena ketidak 
mampuan nasabah untuk mengelola usaha yang digelutinya. Seperti halnya 
karena proses produksi yang belum canggih, sehingga hanya menghasilkan 
barang yang tidak banyak, atau bahkan ketidak mampuan dalam 
mempromosikan produknya ke masyarakat. Bahkan bisa karena faktor 
bencana alam maupun inflasi. Sehingga tidak mampu untuk menghasilkan 
keuntungan yang diharapkan dan akhirnya nasabah tidak mampu untuk 
membayar kewajibannya tiap bulan kepada pihak Bank. Ini biasanya mencari 
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faktor yang mendasar dalam menghambat usaha, maka pihak nasabah 
sebelum membuat usaha harus dirancang terlebih dahulu, mulai dari 
peralatan, bahan baku, pekerja dan lain sebagainya. (Wawancara dengan 
Krisna marketing BSM Tanggal 15 Juli 2019). 
Upaya penting yang dilakukan bank dalam penyaluran pembiayaan 
tersebut adalah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan upaya-upaya 
yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam mengantisipasi permasalahan-
permasalahan yang bisa saja timbul dalam suatu pekerjaan atau bisnis. 
Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu metode logis dan 
sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan 
solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada 
setiap aktivitas atau proses (Idroes, 2008:5). Sedangkan risiko sendiri adalah 
ancaman, atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan 
dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga 
merupakan peluang untuk mencapai tujuan. 
Kejadian pembiayaan bermasalah juga terjadi di BSM Cabang 
Boyolali, penulis ikut salah seorang marketing untuk menarik tagihan 
nasabah. Bahwa terdapat kejadian pembiayaan bermasalah yang di alami oleh 
seorang nasabah BSM. Dikarenakan bahwa pihak nasabah tidak mampu 
untuk membayar kewajibannya. Dikarenakan usaha yang digelutinya tidak 
mampu berkembang dan menghasilkan keuntungan yang cukup untuk 
membayar angsuran.  
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Penulis mendapatkan kasus pembiayaan yang terdapat pada BSM 
yang diamati oleh penulis ketika ikut salah seorang marketing kasusnya 
adalah ada nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro untuk modal 
pertanian dengan menggunakan akad murabahah. Dan untuk membayar 
angsurannya dengan menjual hasil panennya. Agunan yang digunakan 
nasabah untuk mengajukan pembiayaan ini yaitu tanah sawah miliknya. 
Selain itu, ada juga nasabah yang meminjam uang untuk produk 
pembiayaan konsumer yaitu untuk pembelian kendaraan bermotor dengan 
menggunakan akad murabahah. Untuk agunannya adalah kendaraan bermotor 
yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan ini.  
Dalam peraturan Bank Indonesia 13/9/PBI/2011 penyelesaian 
pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara restrukturisasi, yaitu 
dengan cara penjadwalan ulang baik waktu dalam angsuran maupun nominal 
yang dikeluarkan setiap bulan. Supaya pihak nasabah mampu untuk melunasi 
kewajibannya walaupun dengan jangka waktu yang lebih lama. Supaya 
dengan restrukturisasi ini nasabah bisa lebih ringan dalam membayar 
kewajibannya, karena dalam ajaran Al-Quran surat Al Baqarah ayat 280 yang 
artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 
Maka berdasarkan dalil ayat diatas tidak ada alasan bahwa setiap 
lembaga keuangan syariah mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan 
kepada nasabah untuk memberikan keringanan, supaya nasabah tidak terlalu 
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keberatan dalam membayar kewajibannya setiap bulan dan nasabah bisa 
melunasinya, tetapi dalam memberikan keringanan kepada nasabah juga 
harus dilihat dari beberapa aspek yaitu, alasan-alasan kenapa nasabah tidak 
bisa untuk membayarkan kewajibannya, tetapi kalau nasabah dengan sengaja 
tidak membayarkan kewajibannya maka bisa dilakukan penyelesaian dengan 
cara hukum dan peraturan yang berlaku untuk perbankkan. 
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
kebijakan Bank Syariah Mandiri yang telah diterapkan apakah sudah sesuai 
dengan peraturan-peraturan yang berlaku seperti peraturan BI, UU, dan 
bahkan fatwa-fatwa MUI ataukah belum sesuai. Kebijakan tersebut juga 
berpengaruh terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah atau 
kredit macet, sehingga dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut nasabah 
merasa diuntungkan dan tidak merasa terbebani secara material. Kebijakan 
tersebut dilakukan dengan menguntungkan kedua belah pihak. Dan 
untukmengetahui di BSM Cabang Boyolali apakah telah sesuai dengan aturan 
hukum yang berlaku. 
Dengan adanya peristiwa tersebut, maka penelitian ini penting 
dilakukan dengan judul “KEBIJAKAN PENANGANAN PEMBIAYAAN 
MIKRO BERMASALAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI 
CABANG BOYOLALI”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat di 
identifikasikan masalahnya yaitu penyebab pembiayaan mikro bermasalah 
karena ketidak sanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk 
melunasi pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali dan 
penanganan pembiayaan bermasalah. 
1.3 Batasan Masalah  
Dengan adanya suatu permasalahan yang dijelaskan di latar belakang, 
maka penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini. Hanya membahas 
tentang kebijakan penanganan pembiayaan mikro bermasalah di Bank 
Syariah Mandiri Cabang Boyolali. 
1.4 Rumusan Masalah  
Bagaimana kebijakan penanganan pembiayaan mikro bermasalah pada 
Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali ? 
1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan 
untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan penanganan 
pembiayaan mikro bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali. 
1.6 Manfaat Penelitian  
1. Akademik  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi 
pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya, dan sebagai sumbangan 
bagi yang membutuhkan. Dan juga digunakan untuk bahan-bahan 
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pertimbangan sebagai referensi bagi perkembangan ilmu pengetahaun, 
khususnya ilmu ekonomi syariah. 
2. Praktisi  
Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis terhadap dunia 
perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi contoh 
konkrit dalam mengantisipasi masalah internal dalam tubuh perbankan 
syariah. Dan juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam rangka 
menyelesaikan pembiayaaan bermasalah kepada masyarkat secara efektif 
dan efisien. 
3. Masyarakat 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan serta 
kepercayaan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaaan bermasalah di 
Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali.  
1.7 Jadwal Penelitian 
Terlampir  
1.8 Sistematika Penulisan 
Skripsi ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari 
beberapa sub bab. Sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari delapan sub bab yaitu latar 
belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika 
penulisan skripsi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan tentang kajian teori, tinjauan pustaka. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, obyek penelitian, 
teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta validitas dan 
reliabilitas data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian yang berisi tentang 
sejarah, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi dan hasil penelitian 
yang didapat serta berisi penjelasan tentang model yang digunakan untuk 
menganalisis data yang telah dikumpulkan. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian 
yang dilakukan dan saran-saran penelitian. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Pembiayaan  
2.1.1 Pengertian Pembiayaan 
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak 
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil 
(Kasmir, 2009:325). 
Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu 
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, 
baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, 
pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh 
lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini 
arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. 
Menurut UU No.21 Tahun 2011, yang dimaksud pembiayaan adalah 
penyediaan dana, barang atau modal yang berdasarkan tujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Sedangkan 
pengertian pembiayaan sebagaiman disebutkan dalam UU No.10 Tahun 1998 
pasal 1 ayat 12 adalah: 
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"pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diartikan sebagai penyediaan uang 
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil". 
Pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang 
dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan 
sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad, 2014:10) 
Dalam menyalurkan pembiayaan, terdapat beberapa unsur yang terpenuhi, 
yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko dan imbal jasa. Dalam 
praktiknya, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan memiliki beberapa tujuan, 
yaitu mencari laba atau keuntungan, membantu usaha nasabah dan membantu 
pemerintah dalam berbagai bidang salah satunya bidang perekonomian (Kasmir, 
2012: 116). 
2.1.2 Landasan Hukum Pembiayaan 
a. Dasar Hukum  
Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya 
restrukturisasi pembiayaan terdapat pada Al-Qur‟an dan Hadist. 
1. AL-Qur'an  
a. QS. Al-Baqarah ayat 280 
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……. ِْْنإََىناَكوُذٍةَسْسٌُعةَسَِظَنَفلٍةَسَسْيَمِىإَْنأَواُىق َّدََصتٌسْيَخْمَُكل 
“..Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh 
sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua 
utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui…..”. 
b.  QS. An-Nisaa ayat :29 
….َايَاهَُّيَأنيِرَّلااُىنَمآلااُىلُْكَأتْمَُكلاَىَْمأْمَُكنَْيَببْلِاِبلِطِلاإاَْنَتَأنىًُكةَزاَِجتْنَعٍضاََستْمُكْنِم 
“..Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu...” 
c. QS. Al-Ma‟idah ayat 2  
.......اُىنَواََعتَىَىلَع ِِّسبْلاَىىَىْقَّتلا…. 
“....dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan)kebajikan dan takwa...” 
2. AL-Hadist  
“Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda,“Tiga hal yang di 
dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradha 
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan 
rumah bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majah dari Shuhayb) (Antonio, 2001: 
102). 
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"Semulia-mulia mu'min ialah orang yang mudah dalam penjualan, 
mudah dalam pembelian, mudah dalam membayar (utang), dan dalam 
penagihan (piutang)" (HR. Thabrani) (Djamil, 2012: 77). 
3. Undang-Undang RI 
Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 
ayat 1 d menerangkan bahwa: "kegiatan usaha bank umum syariah meliputi: 
menyalurkan pembiayaan berdasarkan pembiayaan akad murabahah, akad 
salam, akad istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah" 
2.1.3 Tujuan Pembiayaan 
Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk 
meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-
nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak banyaknya 
pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk 
menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-
barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun 
ekspor (Kasmir, 2009:106). Tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut: 
a. Mencari keuntungan 
Segala kegiatan usaha tentunya mengharapkan suatu nilai tambah 
atau menghasilkan laba yang diinginkan. Sedangkan dari pihak bank sendiri 
memperolehnya dalam bentuk bagi hasil.. 
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b. Membantu Pemerintah 
Kegiatan kredit dapat berdampak berkembangnya pembangunan 
diberbagai sektor, terutama sector usaha yang nyata. Hal ini dapat 
membantu masyarakat dalam hal penerimaan pajak, Memperluas lapangan 
kerja, meningkatka jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah 
akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu negara itu 
sendiri. 
c. Membantu Usaha Nasabah  
Dari kegiatan yang dikucurkan lembaga keuangan diharapkandapat 
meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangkameningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi 
sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan. 
2.1.4 Unsur-unsur dalam Pembiayaan 
Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain 
dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu (Kasmir, 
2009:103). Terdapat 5 unsur pembiayaan antara lain: 
b. Kepercayaan  
  Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang 
diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai 
jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank 
sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani 
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diluncurkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan diluncurkan harus 
dilakukan penyelidikan dan penelitianterlebih dahulu secara mendalam 
tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan 
penyelidikan tentang kondisi pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, 
untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank. 
c. Kesepakatan 
Kesepakatan antara pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini 
dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak 
menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini 
kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua 
belah pihak. 
d. Jangka Waktu 
Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 
jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah 
disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang 
sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini 
bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. 
e. Resiko 
Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan 
memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu 
pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar 
risikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik 
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resiko disengaja maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana 
alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, 
sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh. 
f. Balas Jasa 
Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. 
Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada 
nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank 
yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil. 
2.1.5 Prinsip Pembiayaan 
Menurut Kasmir, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank 
syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang 
berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan 
syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S dan 7P adalah sebagai berikut: 
1. Character, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima 
pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa 
penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. 
2. Capacity, yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima 
pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan 
catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan 
pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-
alat, pabrik serta metode kegiatan. 
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3. Capital,  yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon 
penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara 
keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada 
komposisi modalnya. 
4. Collateral, yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima 
pembiayaan.Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika 
suaturesiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat 
dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. 
5. Condition, bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi 
dimasyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenisusaha 
yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebutkarena 
kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannyausaha calon 
penerima pembiayaan. 
6. Syariah, penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan 
dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan 
fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariahIslam dalam 
tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah”. 
Sedangkan menurut (Kasmir,2009:110) 7 P kredit adalah sebagai berikut: 
a. Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian dan tingkah 
lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup 
sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabh dalam menghadapi suatu 
masalah. 
21 
 
b. Party, mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu 
ataugolongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas 
sertakarakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan 
tertentudan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. 
c. Purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambilkredit, 
termasuk jenis kredit yang dinginkan nasabah. Tujuanpengambilan kredit 
dapat bermacam-macam apakah tujuan untukkonsumtif, produktif atau 
tujuan untuk perdagangan. 
d. Prospect, yaitu untuk menilai nasabah dimasa yang akan datang apakah 
menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospectatau 
sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredityang 
dibiayai tanpa mempunyai prospect, bukan hanya bank yang rugitetapi 
jaga nasabah. 
e. Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan 
kredit yang diambil atau sumber dari mana saja dana untuk pengembalian 
kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur 
maka akan semakin baik. 
f. Profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah 
dalammencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah 
tetapsama atau meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang 
diperolehnya dari bank. 
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g. Protection, yaitu bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank 
namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupajaminan 
barang, orang atau jaminan asuransi. 
2.1.6 Penggolongan Kualitas Pembiayaan  
Menurut (Veithzal Rivai, 2008: 33-37) Pembiayaan yang berkualitas, 
didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah 
pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar 
angsurannya. Unsur utama yang menentukan kualitas pembiayaan adalah waktu 
pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran, dan pembayaran pelunasan pokok 
pembiayaan. Kualitas pembiayaan terdiri atas: 
a. Pembiayaan Lancar 
Pembiayaan yang digolongkan lancar adalah pembayaran angsuran pokok 
secara tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari 
pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).  
b. Dalam Perhatian Khusus 
Pembiayaan yang digolongkan dalam perhatian khusus adalah terdapat 
tunggakan angsuran pokok, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi 
pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, dan didukung oleh pinjaman 
baru. 
c. Kurang Lancar 
Pembiayaan pengembalian pokok dan pembayaran margin atau bagi hasil 
telah mengalami penundaan selama 4 bulan sampai dengan 6 bulan dari waktu 
yang dijanjikan (jumlah hari tunggakan 91-180 hari). Dan terdapat tunggakan 
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angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan setelah jatuh 
tempo. 
d. Diragukan 
Pembiayaan yang yang pengembalian pokok pinjaman dari pembayaran 
margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan selama 7 bulan sampai 
dengan 12 bulan dari jadwal yang diperjanjikan (jumlah hari tunggakan 181-360 
hari). Dari terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo sampai 
dengan 2 bulan setalah jatuh tempo. 
e. Macet 
Pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamanya dan pembayaran 
margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan lebih dari 12 bulan dari 
jadwal yang diperjanjikan (jumlah hari tunggakan >360 hari). Dan terdapat 
tunggakan angsuran pembiayaan yang telah melewati 2 bulan sejak jatuh 
tempo.  
Ada beberapa prosedur pembiayaan yang sehat yang harus dilakukan bagi 
seseorang yang melakukan pembiayaan diantaranya: prosedur persetujuan 
pembiayaan, prosedur administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan. 
Penyelewengan mudah timbul sejak pembiayaan itu disalurkan oleh lembaga 
keuangan kepada nasabah sampai dengan pembiayaan itu dibayar lunas oleh 
nasabah. Oleh karena itu tugas lembaga keuangan tidak hanya berhenti pada 
pemberian pembiayaan saja tetapi bank masih harus melakukan pengawasan 
mulai dari pembiayaan itu diberikan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas 
oleh nasabah. 
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2.1.7 Jenis Pembiayaan 
Menurut (Veithzal Rivai, 2008: 9-14) sifat penggunaannya, pembiayaan 
dapat dibagi menjadi dua yaitu: 
a. Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis saat digunakan oleh 
seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembiayaan ini bertujuan 
untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna 
memenuhi keputusan dalam konsumsi. 
b. Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk 
memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan 
bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-
barang yang sudah jadi. 
Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dapat dibagi menjadi dua 
yaitu: 
a. Pembiayaan Modal Kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk modal kerja 
perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti 
pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang 
dagangan, piutang. 
b. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau 
panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha dengan tujuan untuk 
merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru. 
2.2 Pembiayaan Bermasalah  
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2.2.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah  
Dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat 
Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing 
Financing (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan Non-Lancar mulai dari 
kurang lancar sampai dengan macet. 
Menurut Karim (2010) bahwa penyaluran dana yang dilakukan oleh 
lembaga keuangan syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran oleh nasabah 
terjadi beberapa hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang 
debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang di janjikan, serta pembiayaan 
tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga memberikan dampak yang 
negatif pada kedua belah pihak. 
Berdasarkan penjelasan pengertian pembiayaan bermasalah diatas dengan 
demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan bermasalah adalah 
pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, 
dan macet (Djamil, 2012: 66). 
Pembiayaan bermasalah adalah sebagai penyalur dana yangdilakukan 
lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran oleh nasabah terjadi seperti 
pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi 
persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal 
angsuran hingga memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak 
(Adiwarman Karim, 2010:260). 
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Menurut Robert Tampubolon (2004:24) Pembiayaan bermasalah merupakan 
salah satu resiko yangpasti dihadapi oleh setiap bank karena risiko ini sering juga 
disebut dengan risiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko 
kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan 
(counterparty) dalam memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat 
bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, 
kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang 
tercatat dalam buku bank.  
Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang 
buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidak 
mauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah 
disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank 
bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk 
collateral tetapi juga karakter dari debitur. 
2.2.2 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah  
Menurut Kasmir (2009:102) ada beberapa hal yang menyebabkan 
terjadinya kemacetan suatu fasilitas pembiayaan: 
a. Dari pihak perbankan 
Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek 
kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan penghitungan 
dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi tidak 
diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi 
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dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya 
dilakukan secara tidak obyektif. 
b. Dari pihak nasabah 
Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan oleh 2 hal : 
1. Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar 
kewajibannya kepada lembaga keuangan mikro syariah sehingga kredit 
yang diberikan dengan sendirinya mengalami kemacetan. 
2. Adanya unsur tidak sengaja, artinya memiliki kemauan untuk membayar 
akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah. 
Apabila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran atau kecurangan 
nasabah, maka lembaga keuangan mikro syariah dapat meminta agar 
nasabah menyelesaiakn segera, termasuk menyerahkan barang yang 
diagunkan. Bila penyelesaian di luar pengadilan negeri atau badan arbitrase, 
perbankan syariah akan lebih memilih Badan Arbitrase Muamalah 
Indonesia. 
 Menurut Ismail (2010:126) Faktor internal bank yang dapat menyebabkan 
terjadinya pembiayaan  bermasalah adalah sebagai berikut: 
a. Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, sehingga tidak dapat 
memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu pembiayaan 
berlangsung. 
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b. Terdapat perilaku kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan 
dan nasabah, sehingga bank merealisasikan pembiayaan yang tidak 
seharusnya diberikan. 
c. Adanya keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha 
nasabah sehingga tidak didapatkan analisis pembiayaan dengan tepat dan 
akurat. 
d. Campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak diberi 
kebebasan dalam memutuskan pelaksanaan pembiayaan. 
e. Kurangnya pembinaan atau pendampingan serta monitoring pembiayaan 
nasabah. 
Faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah 
adalah sebagai berikut: 
b. Nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran atau 
dengan tidak sengaja karena usaha yang dibiayai tidak berjalan dengan baik. 
c. Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang telah diberikan dan 
pelaksanaan pembiayaan tidak sesuai dengan akad perjanjian. 
d. Adanya bencana alam atau musibah serta ketidakstabilan dalam 
perekonomian.  
Menurut Sutojo Siswanto (2007:173) gejala terjadinya pembiayaan 
bermasalah dapat terdeteksi ketika terjadinya penyimpangan dari berbagai 
ketentuan dalam perjanjian pembiayaan, penurunan kondisi keuangan perusahaan, 
frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti, nasabah kurang kooperatif, serta 
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penurunan nilai jaminan yang disediakan dan adanya masalah dalam keuangan 
atau pribadi. 
 
2.2.3 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 
Menurut Ikatan Bankir Indonesia(2015:94-95) Sebelum melakukan 
penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan terlebih dahulu pembinaan kredit 
bermasalah, penyelamatan pembiayaan bermasalah barulah penyelesaian 
pembiayaan bermasalah. Pembinaan kredit bermasalah merupakan upaya awal 
yang dilakukan bank terhadap debitur kredit bermasalah sehingga dapat menjaga 
dan mengamankan kepentingan bank atas fasilitas kredit yang telah disalurkan, 
serta dapat memperoleh hasil yang sesuai harapan dengan tujuan awal pemberian 
kredit. Langkah yang dapat dilakukan dalam tahapan pembinaan kredit 
bermasalah yaitu : 
1. Melakukan pendampingan kepada debitur bermasalah 
Pendampingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah permasalahan 
kredit yang terjadi murni karena aktivitas usaha (risiko bisnis) atau karena 
kecurangan yang dilakukan debitur terhadap fasilitas kredit yang telah 
diterimanya (tidak sesuai dengan tujuan diberikannnya kredit). 
2. Melakukan aktivitas penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah 
Berikutnya adalah tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah. 
Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis 
yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-
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langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. 
Restukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka 
membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain 
melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali 
(reconditioning) dan penataan kembali (restructuring). Terdapat beberapa 
peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan 
restrukturisasi pembiayaan yaitu : 
a. Peraturan Bank Indonesia No. 101/18/PBI/2008 tanggal 25 September 
2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah, sebagimana telah diubah dengan PBI No. 
13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011. 
b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 
dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 
2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah  dengan SEBI No. 
13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.  
2.2.4 Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan (SEBI No. 
13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011) 
Berdasarkan Undang-Undang Ekonomi Syariah (tim redaksi fokusmedia, 
2009:299), Kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan mencakup 
beberapa hal-hal yang pertama yaitu, Pembentukan dan ditetapkan orang-orang 
yang khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan. Maka dengan 
dibentuknya orang khusus yang bertugas untuk restrukturisasi ini bertujuan untuk 
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lebih memaksimalkan dan mengoptimalkan penanganan restrukturisasi, supaya 
lebih efektif dalam penyelesaian. Maka akanada orang tersendiri yang 
bertanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi setiap pembiayaan 
bermasalah yang dihadapai bank. 
Kemudian yang kedua, memutuskan untuk memberikan sebuah ketetapan 
limit untuk memberikan wewenang memutuskan pembiayaan yang di 
restrukturisasi. Jadi ada batasan tertentu untuk memutuskan pembiayaan 
bermasalah yang ditangani dengan restrukturisasi. Dengan adanya limit maka 
setiap pembiayaan bermasalah bisa dianalisis dan diselesaikan dengan cara-cara 
yang sesuai dengan tingkat limit yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu, 
memberlakukan dan menetapkan beberapa kriteria pembiayaan yang dapat di 
restrukturisasi. Dengan adanya kriteria ini diharapkan bisa untuk mengambil 
keputusan yang tepat akan diambilnya keputusan untuk restrukturisasi. 
Keempat yaitu, cara dan standart operating procedure restrukturisasi 
pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan 
direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan 
yang telah berhasil di restrukturisasi kepada satuan kerja pengelola pembiayaan. 
Serta yang kelima adalah sistem informasi manajemen pembiayaan yang di 
restrukturisasi. Dengan dibantu dengan sistem informasi manajemen, maka proses 
restrukturisasi akan lebih mudah, dan semua hal-hal restrukturisasi pembiayaan 
bisa dianalisis dengan sistem ini. 
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Keenam, Membuat kebijakan akan ketetapan banyaknya pelaksana 
restrukturisasi pembiayaan atau jumlah maksimalnya pelaksana restrukturisasi 
yang dilihat dengan beberapa kategori yaitu kurang lancar, diragukan dan macet. 
Dan terkahir yang ketujuh adalah, BUS atau UUS mengoreksi dan 
menyempurnakan kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan apabila 
berdasarkan hasil analisis dari Bank Indonesia. Kebijakan dan prosedur apabila 
dinilai oleh Bank Indonesia kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tidak 
sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku untuk BUS dan UUS. Maka BI akan 
memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah. 
Bank Indonesia dengan melalui aturannya atau disebut dengan Peraturan 
Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/09/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan 
bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa restrukturisasi pembiayaan 
adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabahagar dapat 
menyelesaikan kewajibannya. Maka dalam perbankkan syariah, restrukturisasi ini 
harus diterapkan dan dijalankan dengan baik, supaya dalam penyelesaian masalah 
dalam pembiayaan bisa diselesaikan dengan baik dan lancar sesuai aturan Bank 
Indonesia dan UU yang berlaku bagi lembaga keuangan syariah, maka ada 
beberapa cara yang untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah menurut 
peraturan Bank Indonesia, antara lain melalui: 
a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu pihak bank melakukan 
kebijakan atau memberikan pilihan kepada nasabah dalam menyelesaikan 
permasalahan pembiayaan yaitu dengan cara memberikan perubahan 
jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, agar 
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nasabah mendapat keringanan dalam menyelesaikan kewajibannya. Yaitu 
dengan cara mem-perpanjang jangka waktu pembayaran. Menurut DSN-
MUI Nomor: 48/II/2005. Tentang penjadwalan kembali tagihan 
murabahah bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan 
murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi 
pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan 
ketentuan: 
a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. 
b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya 
riil. 
c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua 
belah pihak. 
Kemudian jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dil-
akukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kese-
pakatan melalui musyawarah. 
b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu peraturan bank Indonesia yang 
digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dilembaga 
keuangan syariah, yaitu dengan cara melakukan perubahan sebagian atau 
seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban 
nasa-bah yang harus dibayarkan kepada Bank antara lain meliputi: 
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a) Dirubah jadwal pembayaran, supaya waktu yang digunakan oleh 
nasabah lebih longgar dan lebih leluasa untuk berusaha melunasi 
kewajibannya. 
b) Perubahan jumlah angsuran, bank juga memberikan kelonggaran 
kepada nasabah dan keringanan dalam menyicil kewajibannya, 
karena nominal yang seharusnya dikeluarkan setiap bulan 
dikurangi. Dan menurut DSN-MUI/46/II/2005 bahwa perubahan 
jumlah angsuran atau potongan tagihan bisa dilakukan apabila 
nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran 
kewajiban, kemudian besarnya potongan tergantung dari kebijakan 
lembaga keuangan syariah, dan dalam pemberian potongan 
dilarang untuk melakukan perjanjian dalam akad. 
c) Perubahan jangka waktu, nasabah diberikan kemudahan dalam 
membayar cicilan, yaitu dengan di perpanjangnya jangka waktu 
untuk pelunasan, misal yang awalnya hanya diberikan waktu 4 
tahun tetapi setelah direstrukturisasi diberi kelonggaran sampai 5 
tahun. 
d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau 
musyarakah. Dengan merubah perhitungan nisbah maka ada 
kemungkinan besar nasabah bisa melunasinya, karena nominal 
dalam pembiayaan yang diterima nasabah dikurangi maka nasabah 
dalam mengembalikan pokok bisa dengan nominal yang lebih 
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sedikit, sesuai dengan perubahan nominal pembiayaan yang 
didapatkan. 
e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan 
musyarakah, dengan merubah nisbah bagi hasil yang dikeluarkan 
oleh nasabah maka ada kemungkinan nasabah bisa melunasinya. 
Karena pokok yang dibayarkan kepada lembaga keuangan syariah 
yang bersangkutan tetap sama, tetapi bagi hasil yang dikeluarkan 
lebih sedikit. 
c. Penataan kembali (restructuring), yaitu dilakukan perubahan persyaratan 
pembiayaan antara lain meliputi: 
a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank. Sehingga nasabah masih 
ada harapan dan berusaha untuk memajukan usahanya sehingga 
nasabah bisa membayarkan kewajibannya setiap bulan sampai lunas. 
b) Konversi akad pembiayaan, akad yang dahulu pada saat pertama kali 
melakukan perjanjian bisa dirubah dengan akad yang baru, guna 
nasabah bisa mebayarkan kewajibannya. 
c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu 
menengah. Menurut (Faisal, 2011) dalam jurnalnya, Bank syariah 
dapat melakukan koversi menjadi sebuah surat berharga berjangka 
menengah, dan menjadi penyertaan modal sementara. Kemudian 
ketentuan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPBS/2008 
hal ini dilakukan dengan tiga cara yaitu yang pertama, Bank syariah 
melakukan pemberhentian pembiayaan dalam bentuk pembiayaan 
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murabahah. Kedua, pihak lembaga keuangan syariah membuat akad 
mudharabah atau musyarakah dengan nasabah ataas proyek atau usaha 
yang diberi pembiayaan. Dan Ketiga adalah memiliki surat berharga 
berjangka waktu menengah paling tinggi sebesar kewajiban nasabah. 
d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 
perusahaan nasabah. 
 Pelaksanaan rescheduling, reconditioning, dan restructuring merupakan 
kegiatan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah 
upaya yang dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui 
penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali (Peraturan 
Bank Indonesia, butir IV angka 4 SEBI No. 13/18/). Menurut Ismail (2010:128) 
arti rescheduling adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah 
dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki 
iktikad baik untuk membayar kewajibannya. Reconditioning adalah penyelamatan 
pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara 
bank dan nasabah dengan harapan nasabah dapat melunasi kewajibannya. 
Sedangkan restructuring yaitu upaya dalam menyelamatkan pembiayaan 
bermasalah dengan mengubah struktur pembiayaan tersebut. 
 Menurut Kasmir (2015:149)Rescheduling adalah suatu tindakan yang 
diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu 
angsuran. Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah persyaratan yang 
ada seperti kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu 
tertentu, penurunan suku bunga, pembebasan bunga. Restructuring merupakan 
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tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan 
pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang 
dibiayai memang masih layak. 
 Menurut Zainal Asikin (2016:200) kebijakan dalam penyelamatan 
pembiayaan dilakukan melalui rescheduling, yaitu upaya dalam melakukan 
perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan, seperti jadwal 
pembayaran kembali dan perubahan jumlah angsuran. Reconditioning, yaitu 
melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian tanpa adanya 
konversi dari pembiayaan tersebut. Restructuring, yaitu perubahan syarat-syarat 
perjanjian dalam pembiayaan, seperti adanya konversi seluruh atau sebagian 
pembiayaan yang dapat dilakukan dengan rescheduling, reconditioning, atau 
tanpa kedua-duanya. 
 Menurut Trisandini (2015:109) Restrukturisasi pembiayaan dalam 
menyelamatkan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui: 
a. Penjadwalan kembali (rescheduling) adalah upaya penyelesaian pembiayaan 
bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah 
atau jangka waktunya. 
b. Persyaratan kembali (reconditioning)merupakan upaya penyelesaian 
pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh 
persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka 
waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah serta 
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pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus 
dibayarkan kepada bank. 
c. Penataan kembali (restructuring)merupakan upaya penyelesaian pembiayaan 
bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat 
dilakukan dengan perubahan diantaranya: dana fasilitas pembiayaan, konversi 
akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah 
berjangka waktu menengah. Surat berharga syariah berjangka waktu 
menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim 
diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal berjangka waktu 3 sampai 
dengan 5 tahun dengan menggunakan akad mudharabah atau musyrakah, 
konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan 
nasabah. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal berupa 
pembelian saham atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam 
perusahaan nasabah. Konversi ini dilakukan untuk mengatasi kegagalan 
penyaluran dana dalam jangka waktu tertentu (Fatturrahman Djamil,2012:85) 
Prosedur restrukturisasi pembiayaan berdasarkan SOP perusahaan: 
1. Nasabah mengajukan secara tertulis pengajuan restrukturisasi kepada 
pihak bank. 
2. Kemudian pihak AO menganalisis terhadap nasabah yang mengajukan re-
strukturisasi. 
3. Kemudian hasil analisis diajukan ke direksi, apakah nasabah tersebut bisa 
direstrukturisasi atau tidak. 
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4. Apabila direksi memberikan acc, maka restrukturisasi bisa dilakukan 
sesuai dengan keadaan dan kondisi nasabah. 
5. Kemudian pihak lembaga memproses restrukturisasi tersebut, melalui 
petugas khusus atau tim khusus yang menangani tentang restrukturisasi 
pembiayaan. 
6. Apabila restrukturisasi telah selesai diproses maka hasil dan keputusan re-
strukturisasi bisa diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan. 
7. Dan setelah nasabah mengetahui hasil dari restrukturisasi maka 
pembiayaan bisa dilaksanakan sesuai dengan hasil setelah restrukturisasi. 
2.2.5 Ketentuan Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Pembiayaan 
Bermasalah 
Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:131) Restrukturisasi pembiayaan 
penerapannya dapat dilakukan secara bersamaan atau kombinasi, seperti 
pelaksanaan rescheduling dan reconditioning, pelaksanaan rescheduling 
danrestructuring, serta rescheduling, reconditioning, restructuring secara 
bersamaan. Bank dapat memberikan keringanan jumlah angsuran disertai dengan 
kelonggaran jadwal pembayarannya sesuai dengan kebijakan yang diambil dan 
adanya kesepakatan bersama nasabah. Kriteria nasabah yang pembiayaannya 
dapat direstrukturisasi adalah sebagai berikut: 
a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan atau kesulitan dalam 
pembayaran. 
b. Nasabah memiliki itikad baik untuk membayar.  
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c. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 
kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan. 
Namun demikian, dalam hal penyelamatan pembiayaan bermasalah bank 
tidak diperbolehkan melakukan restrukturisasi dengan tujuan untuk menghindari 
penurunan penggolongan kualitas pembiayaan, menghindari adanya peningkatan 
PPAP dan menghindari penghentian pengakuan pendapatan secara akrual. 
Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan memiliki beberapa ketentuan, 
diantaranya sebagai berikut: 
a. Nasabah membuat permohonan apabila pembiayaannya akan 
direstrukturisasi. 
b. Apabila perpanjangan atas pembiayaan memenuhi kualitas lancar dan 
telah jatuh tempo serta tidak disebabkan oleh penurunan kemampuan 
membayar nasabah maka tidak termasuk dalam restrukturisasi 
pembiayaan. 
c. Kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi terdapat pada kualitas 
kurang lancar, diragukan, dan macet. 
d. Pelaksanaan restrukturisasi harus memuat analisis dan dokumentasi yang 
baik. 
e. Restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak 3 kali selama jangka waktu 
pembiayaan. 
f. Untuk restrukturisasi selanjutnya dapat dilakukan 6 bulan setelah 
restrukturisasi pembiayaan sebelumnya berakhir. 
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2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
2.3.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian 
Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, diantaranya dalam 
menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan 
usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Dengan peranan usaha 
mikro, kecil dan menengah tersebut, posisi UMKM dalam pembangunan 
ekonomi nasional menjadi sangat penting. 
Pembahasan tentang UMKM meliputi pengelompokan jenis usaha, 
yaitu jenis industri skala kecil menengah (ISKM), dan perdagangan skala 
kecil dan menengah (PSKM). Karena dalam pengelompokannya pada 
akhirnya terfokus pada permasalahan kesempatan lapangan kerja dan 
diletakkan pada kemampuan pengembangan ISKM dan PSKM. 
2.3.2 Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
1. Usaha Mikro 
Berikut ini ciri-ciri usaha mikro : 
a. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-
waktu dapat terganti. 
b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah 
tempat. 
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c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, 
dan tidak memisahkan keungan keluarga dengan keuangan usaha. 
d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa 
usaha yang memadai. 
e. Umumnya belum akses kepada perbankan namun sebagian dari 
mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank. 
f. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. 
g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas 
lainnya termasuk NPWP. 
2. Usaha Kecil 
Berikut ini ciri-ciri usaha kecil : 
a. Jenis barang yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang 
berubah. 
b. Lokasi atau tempat usahanya umumnya sudah menetap tidak 
berpindah-pindah. 
c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun 
masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan 
dengan keungan keluarga, sudah membuat neraca usaha. 
d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya 
termasuk NPWP. 
e. Sumber daya manusianya (pengusahanya) memiliki pengalaman 
berwira usaha. 
f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. 
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g. Sebagian besar belum mendapat manajemen usahanya dengan baik 
seperti bussines planning. 
3. Usaha Menengah 
Berikut ini ciri-ciri usaha menengah : 
a. Pada umumnya telah memiliki manajemen organisasi yang lebih 
baik, lebih teratur, bahkan lebih modren, dengan pembagian tugas 
yang jelas antara lain : bag keuangan, bag pemasaran, dan bag 
produksi. 
b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem 
akuntasi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan 
penilaian atau pemeriksaan termasuk perbankan. 
c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, 
telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan, dll. 
d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain : izin 
tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan 
lingkungan dll. 
e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan 
f. Pada umumnya sudah memiliki sumber daya manusia yang terlatih 
dan terdidik. 
2.3.3 Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
1. Keunggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
a) Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam 
pengembangan produk. 
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b) Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam usaha kecil. 
c) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi 
pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan 
berskala besar yang pada umumnya birokratis. 
2. Kelemahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
a. Kesulitan pemasaran 
Hasil dari studi lintas usaha yang dilakukan oleh James dan 
Akarasanee (1988) di sejumlah negara ASEAN menyimpulkan salah 
satu aspek yang terkait dengan masalah permasalahan umum dihadapi 
oleh pengusaha UMKM adalah tekanan-tekanan persaingan baik 
dipasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-
pengusaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor. 
b. Keterbatasan finansial 
UKM di Indonesia mengahadapi dua masalah utama dalam aspek 
fianansial antara lain: modal (baik modal awal maupun modal kerja) 
dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan 
untuk pertumbuhan output jangka panjang. 
c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 
Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu 
kendala serius bagi UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek 
kewirausahaan, menejemen, teknik produksi, pengembangan produk, 
kontrol kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemprosesan data, 
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teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian tersebut sangat 
diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, 
meningkatkan efisiensi, dan produktifitas dalam produksi, memperluas 
pangsa pasar dan menembus pasar baru. 
d. Masalah bahan baku 
Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi 
salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output dan kelangsungan 
produksi bagi UKM di Indonesia. Terutama selama masa krisis. 
e. Keterbatasan Teknologi 
Berbeda dengan negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya 
masih menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin 
tua atau alat-alat produksi yanag sifatnya manual. Keterbelakangan 
teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan 
efisiensi didalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk 
yang dibuat serta kesanggupan bagi UKM di Indonesia untuk dapat 
bersaing di pasar global. Keterbatasan produksi disebabkan oleh banyak 
faktor seperti keterbatasn modal investasi untuk membeli mesin-mesin 
baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan 
keterbatasan sumber daya yang dapat mengoprasikan mesin-mesin 
baru. 
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2.4 Jenis Akad 
2.4.1 Murabahah  
a. Pengertian Murabahah  
Pengertian murabahah secara lafdzi berasal dari masdar ribhun 
(keuntungan). Murabahah adalah masdar dari rabaha-yarabihu 
murabahatan (memberi keuntungan). Sedangkan scara istilahi, wahbah al-
zuhailiy mengutip beberapa definisi yang diberikan oleh para imam 
mujtahid. Diantaranya : ulama hanafiyah mengatakan, murabahah adalah 
memindahkannya hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan 
transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan 
keuntungan yang diinginkan. 
Ulama Syafi‟iyah dan hambaliah berpendapat murabahah adalah 
jual beli yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan dengan harga beli 
penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus dengan sepengetahuan 
kedua belah pihak. Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil 
bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. 
Dengan akad ini bank syariah dapat memenuhi kebutuhan nasabah 
dengan membelikan asset yang dibutuhkan nasabah dengan mengambil 
margin keuntungan yang diinginkan. Selain mendapat keuntungan margin, 
bank syariah juga hanya menanggung resiko yang minimal. Sementara itu, 
nasabah mendapat kebutuhan asetnya dengan harga yang tetap. 
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Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang modal maupun 
konsumsi antara bank selaku penjual serta anggota selaku pembeli dengan 
nilai keuntungan dan jangka waktu pembayaran dimana harga harga 
perolehan diketahui oleh kedua belah pihak. 
b. Landasan Hukum 
Murabahah adalah salah satu jenis dari jual beli, khususnya jual 
beli amanah. Maka landasan syar‟i murabahah adalah : 
1. QS Al Baqarah ayat 275 
                                       
Artinya : “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba...” 
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
murabahah (Zainuddin Ali, 2008:246). 
Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah 
a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang 
bebas riba. 
b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh 
syariah islam. 
c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 
barang yang telah disepakati kualifikasinya. 
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d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama 
bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 
dengan pembelian. Misalnya jika pembelian dilakukan 
secara ulang. 
f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keuntungan.  
g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati 
tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
h) Untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan atau 
kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan 
perjanjian khusus dengan nasabah. 
i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah 
harus dilakukan setelah barang secara pinsip menjadi milik 
bank. 
c. Rukun dan Syarat Murabahah 
Murabahah adalah salah satu jenis jual beli, maka rukun 
murabahah adalah seperti rukun jual beli pada umumnya, yang menurut 
jumhur ulama yaitu : aqidain, adanya obyek jual beli, sighat, dan harga 
yang disepakati. Jika keempat hal tersebut terpenuhi, maka jual beli 
dianggap memenuhi rukun. 
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Sedangkan menurut Syafi‟i Anonio menetapkan persyaratan 
murabahah sebagai berikut : 
a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah 
b) Kontak pertama harus sah sesuai dengan hukum yang ditetapkan 
c) Kontak harus bebas dari riba 
d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 
barang sesudah pembelian. 
Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 
2.4.2 As-Salam  
a. Pengertian As-Salam 
Menurut (Fathurrahman Djamil,2012) As-Salam terkadang dikenal 
juga dengan sebutan al-Salaf atau pendahuluan. As-Salam bermakna 
proses jual beli atas barang dengan kriteria tertentu, yang barang tersebut 
belum ada saat ijab-qabul dilakukan dengan pembayaran didahulukan atau 
disegerakan. Di sini dapat dijelaskan bahwa al mahawi’ij atau barang-
barang yang mendesak, karena ia adalah jenis jual beli sesuatu yang tidak 
ada di tempat sementara dua pihak melakukan jual beli karena desakan 
keperluan. Pemilik uang memerlukan barang dengan kriteria tertentu, 
sedangkan pedagang meminta uang pembayaran disegerakan sehingga ia 
dapat membeli berbagai keperluan untuk membuat barang dengan kriteria 
yang dipesan pembeli tersebut.  
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Sedangkan definisi akad salam yaitu akad jual beli barang pesanan 
(muslam fiih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam 
illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (al muslam) pada saat 
akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. 
Karateristik akad salam yaitu : 
1. Harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas dan waktu 
penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika 
akad terjadi. 
2. Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati 
tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang 
dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati 
sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiar yaitu memilih 
apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. 
3. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa 
kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad 
disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual 
atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. 
4. Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan 
modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual 
(produsen) memproduksi barangnya, barang yang dipesan memiliki 
spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari 
penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual 
menyerahkan barang kepada pembeli.  
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Akad salam terbagi atas dua yaitu :  
1. Salam, merupakan transaksi jual beli dimana barang yang 
diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli 
melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru 
dilakukan di kemudian hari. 
2. Salam paralel, artinya melaksanakan dua transaksi bai’ salam yaitu 
antara pemesan dan penjual dan antara penjual dengan pemasok 
(supplier) atau pihak ketiga lainnya misalkan lembaga keuangan. 
Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel 
terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan 
secara terus menerus. Hal demikian dapat menjurus kepada riba. 
Paralel salam dibolehkan asalkan eksekusi kontrak salam kedua 
tidak tergantung pada eksekusi kontrak yang pertama. 
Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat: 
1. Akad antara lembaga keuangan syariah (pembeli) dan produsen 
(penjual) terpisah dari akad antara lembaga keuangan syari‟ah 
(penjual) dan pembeli akhir. 
2. Kedua akad tidak saling bergantung (ta’alluq).  
b. Landasan Hukum Jual Beli Salam  
1. Al Qur‟an  
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’malah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu 
menuliskannya dengan benar ....” (QS 2:282)  
“Hai orang orang yang beriman penuhilah akad akad itu...” (QS 
5:1) 
Dari arti ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa melakukan jual-beli 
dengan waktu yang sudah ditentukan diijinkan dengan catatan akad dan 
ketentuan jual-beli di catat dengan jelas dan diketahui oleh kedua pihak 
dan keduanya saling ridho dan sepakat. 
2. Al Hadits  
“Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya 
dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk 
jangka waktu yang diketahui.”(HR.Bukhari Muslim).  
“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara 
tangguh muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan 
tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah) 
Dari ketentuan hukum di atas, jelas terlihat tentang pembolehan 
pembayaran yang didahulukan. Biasanya pembiayaan salam 
diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian, 
perkebunan, dan peternakan. Petani dan peternak pada umumnya 
membutuhkan dana untuk modal awal dalam melaksanakan 
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aktivitasnya, sehingga bank syari‟ah dapat memberikan dana pada saat 
akad. Setelah hasil panen, maka nasabah akan membayar salam 
kembali. Dengan melakukan transaksi salam, maka petani dan peternak 
dapat mengambil manfaat tersebut. 
c. Rukun dan Syarat Jual Beli As-Salam 
Rukun salam ada tiga yaitu : 
1. Pelaku (pembeli dan penjual) 
2. Obyek akad (barang yang akan diserahkan dan modal salam yang 
berbentuk harga) 
3. Ijab qabul  
Syarat jual beli as-salam  
1. Mu‟aqidain : Pembeli (muslam) dan penjual (muslam ilaih)  
a. Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal sehat). 
b. Muhtar (tidak dibawah tekanan/paksaan). 
2. Obyek transaksi (muslam fiih) 
a. Dinyatakan jelas jenisnya  
b. Jelas sifat-sifatnya 
c. Jelas ukurannya 
d. Jelas batas waktunya 
e. Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas. 
3. Pernyataan „ijab dan qabul 
4. Alat tukar atau harga  
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a. Jelas dan terukur 
b. Disetujui kedua pihak 
c. Diserahkan tunai atau cash ketika akad berlangsung   
a) Berbentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat 
masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset 
perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh. 
b) Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak 
boleh utang atau merupakan pelunasan utang. Hal ini 
adalah untuk mencegah praktek riba melalui mekanisme 
salam. 
5. Barang Salam  
a. Barang tersebut harus dapat dibedakan atau diidentifikasi 
mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, 
jenis, ukuran dan lain sebagainya sehingga tidak ada gharar. 
b. Barang tersebut harus dapat dikuantifikasi atau ditakar atau 
ditimbang. 
c. Waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu 
boleh juga dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut diperlukan 
untuk mencegah gharar atau ketidakpastiahan yaitu harus ada pada 
waktu yang ditentukan. 
d. Barang tidak harus ada ditangan penjual tetapi harus ada pada 
waktu yang ditentukan. 
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e. Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang 
ditentukan, akad menjadi fasakh atau rusak, dan pembeli dapat 
memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan 
tersedia atau membatalkan akad sehingga penjual harus 
mengembalikan dana yang telah diterima. 
f. Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang 
disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khiar atau 
memilih untuk menerima atau menolak. Kalau pilihannya menolak 
maka si penjual memiliki utang yang dapat diselesaikan dengan 
pengembalian dana atau menyerahkan produk yang sesuai dengan 
akad. 
g. Apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, 
maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran dan hal 
ini dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan. 
h. Apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli 
boleh memilih menolaknya atau menerima. Apabila pembeli 
menerima maka pembeli tidak boleh meminta kembali sebagian 
uangnya atau (diskon). 
i. Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan disetujui oleh 
kedua pihak dan dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai 
dengan kesepakatan, dan tidak boleh mwnuntut penambahan harga. 
j. Penjualan kembali barang yang dipesan sebelum barang tersebut 
diterima tidak dibolehkan secara syariah. 
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k. Penggantian barang yang dipesan dengan barang lain. Para ulama 
melarang penggantian barang yang dipesan dengan barang lainnya. 
Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki 
spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, 
para ulama membolehkannya. 
l. Apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap 
sah. Namun sebaiknya dijelaskan dalam akad, apabila tidak 
disebutkan maka harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan. 
 
d. Alur Transaksi Salam dan Salam Paralel 
1. Negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual dengan 
pembeli terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan. 
2. Setelah akad disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap 
barang yang diingainkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah 
dibuat. 
3. Pada transaksi salam, penjual mulai memproduksi atau 
menyelesaikan tahapan penentuan produk yang di inginkan 
pembeli. 
4. Setelah menyepakati transaksi salam kedua tersebut, bank langsung 
melakukan pembayaran kepada petani. 
5. Dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan dengan 
bank, petani mengirim produk salam kepada pembeli sesuai dengan 
spesifikasi yang ditentukan.  
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6. Bank menerima dokumen penyerahan produk salam kepada 
nasabah dari petani. 
Secara umum, sistem aplikasi jual beli as-Salam yang berkaitan 
dengan Bank dapat digambarkan dan sebagai contoh adalah pihak bank 
dengan petani dalam bentuk skema berikut:  
 
Bank Syariah membeli hasil bumi atau pertanian dari petani secara 
cash, disaat hasil bumi belum saat panen. Karena petani membutuhkan 
dana untuk pembiayaan dalam usaha pertanian ini, maka menawarkan 
kepada bank syaria‟ah, dan bank syari‟ah membeli hasil bumi dari petani 
dengan sistem as-Salam. Pada saat hasil bumi telah dipanen, maka barang 
atau hasil bumi diserahkan kepada bank syari‟ah sesuai dengan akad pada 
saat jual-beli as-Salam dilakukan.  
e. Berakhirnya Akad As-Salam  
Berakhirnya akad salam apabila : 
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a) Barang yang dipesan melewati waktu yang ditentukan. 
b) Barang yang dikirim cacat. 
c) Barang berkualitas rendah, sehingga pembeli memilih menolak 
atau membatalkan akad. 
d) Berakhirnya akad salam adalah saat barang telah diserahkan 
kepada pembeli.  
Contoh Kasus Dilapangan  
Seorang petani yang memiliki 1 hektar sawah mengajukan 
pembiayaan ke bank syariah sebesar Rp 3.000.000,00 dengan akad jual 
beli as-salam. Penghasilan yang didapat dari sawah biasanya berjumlah 2 
ton dan kedelai dijual dengan harga Rp 2.000,00 per kg. Ia akan 
menyerahkan kedelai 3 bulan lagi. 
Ilustrasi perhitungannya  
Bank syariah akan mendapatkan kedelai Rp 3.000.000,00 dibagi 
Rp 2.000,00 per kg = 1,5 ton. Setelah melalui negoisasi bank syariah 
menjual kembali pada pihak ke 3 yaitu pengepul atau agen sembako 
dengan sistem murabahah dengan harga beli Rp 2.000,00 per kg dan 
margin atau keuntungan Rp 400,00 sehingga harga jual adalah Rp 
2.400,00 per kg kedelai yang berarti total dana yang kembali sebesar Rp 
3.600.000,00, berarti pihak bank syariah mendapat keuntungan dari jual 
beli ini sebesar 20%. Kemudian pengepul atau agen sembako menjual 
kedelai tersebut ke pasar dengan harga Rp 3.000,00, sehingga 
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mendapatkan keuntungan Rp 600,00 perkilo kedelai. Untuk lebih jelasnya 
proses jual beli as-Salam ini dapat dilihat pada gambar skema berikut: 
   
Keterangan 
1. Petani mengajukan pendanaan dengan menggunakan akad jual beli as-
Salam dengan ketentutan yang disepakati oleh pihak bank dan petani. 
Syarat-syarat pengajuan pendanan terlampir pada akad salam pada pasal 2, 
yaitu menyebutkan komoditi atau spesifikasi barang yang akan dijual. 
Pada kesepakatan dengan bank, ditentukan juga harga beli dari produk 
yang didanai oleh Bank sehingga akan menentukan jumlah dana yang 
diserahkan bank kepada nasabah. Selain itu, pada pasal ini juga 
menyatakan kesepakatan pertanggungan biaya-biaya yang muncul diluar 
buaya produksi, misalkan ongkos pengiriman.  
2. Setelah masa panen kedelai, petani menyerahkan kedelai sesuai dengan 
kesepakatan di saat akad jual beli as-Salam. 
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3. Bank syariah menjual kedelai menggunakan akad murabahah kepada 
pengepul atau agen dengan kesepakatan harga beli ditambah dengan 
keuntungan. Kedelai dapat diambil secara langsung kepada petani atau 
dengan sesuai kesepakatan.  
4. Pengepul atau agen membayar sejumlah dana sesuai kesepakatan. 
5. Pengepul atau agen menjual kedelai ke pasar dengan keuntungan Rp 
600,00.  
Proses Analisa  
Dari contoh kasus dan penjelasan dalam skema di atas, terlihat 
bahwa semua yang terlibat dalam jual beli salam mendapatkan keuntungan 
mereka masing-masing. Para petani mendapatkan keuntungan berupa 
panen yang baik dengan hasil yang memuaskan disebabkan keperluan-
keperluan mereka dalam mengelola usaha pertaniannya tersebut dapat 
terpenuhi dengan uang tunai yang dibayarkan di muka oleh pihak bank 
syariah. Sedangkan pihak bank syariah mendapatkan keuntungan sebesar 
Rp 600.000,00 yang merupakan selisih harga jual kepada pengepul atau 
agen sembako dengan harga beli dari petani kedelai. Dan pihak pengepul 
atau agen sembako mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dari 
bank syariah dengan harga jual di pasar sembako sebesar Rp 600,00 per 
kilonya. 
Memang resiko yang ditanggung oleh pihak bank dan pemborong 
cukup besar, utamanya ketika prospek harga barang tersebut ke depannya 
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tidak terlalu positif. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian bank dalam model 
jual beli ini sangatlah tinggi, dan skema ini pada akhirnya memang tidak 
dapat diterapkan untuk semua jenis produk atau hasil pertanian, hanya 
pada jenis-jenis hasil pertanian yang dapat diramalkan bagus. 
2.5 Hasil Penelitian yang Relevan 
 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tessy Fadla Sofhiani (2018) dengan 
judul Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan 
Dalam Perspektif Manajemem Risiko Syariah studi kasus pada BMT UMY 
Yogyakarta. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk menangani 
pembiayaan bermasalah, stategi yang dilakukan BMT UMY Yogyakarta dalam 
perspektif manajemen risiko syariah yaitu langkah pertama menetapkan konteks, 
langkah kedua mengidentifikasi risiko, langkah ketiga penilaian risiko, langkah 
keempat pengendalian risiko, langkah kelima tahap komunikasi dan konsultasi, 
dan terakhir BMT UMY melakukan pemantauan dan tinjauan ulang. 
 Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah dari segi objek atau 
tempat, objek yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di BMT, sedangkan penulis 
di Perbankan Syariah. Penelitian ini terfokus pada pembiayaan bermasalah pada 
produk pembiayaan dalam perspektif manajemem risiko syariah sedangkan 
penelitian penulis terfokus pada produk pembiayaan yang ada di BSM Cabang 
Boyolali.  
 Dalam jurnal Ummi Kalsum dan Rahmi (2017) dengan judul 
Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah studi kasus pada BNI Syariah 
62 
 
Cabang Kendari. Jurnal ini dapat disimpulkan BNI Syariah melakukan solusi 
untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan ketelitian dalam 
menganalisa nasabah pembiayaan, dan mempertimbangkan angsuran pihak ketiga 
serta melakukan tindakan tegas dengan penjualan aset agunan nasabah. 
 Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah dari segi objek atau 
tempat, objek yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di BNI Syariah Cabang 
Kendari, sedangkan penulis di BSM Cabang Boyolali. Penelitian ini terfokus pada 
pembiayaan bermasalah murabahah sedangkan penelitian penulis terfokus pada 
produk pembiayaan yang ada di BSM Cabang Boyolali.  
 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ellysa Puji Pangestu (2017) dengan 
judul Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah studi kasus di 
KSPPS BMT HIRA Tanon. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam BMT 
HIRATanon dalam menanggulangi pembiayaan murabahah bermasalah sudah 
cukup baik. Perkembangan Non Performing Financing (NPF) pertiga tahun 
terakhir ini mengalami sedikit penurunan. Jumlah persentase NPF di tahun 2013 
yaitu 17.3%, tahun 2014 26.6%, dan tahun 2015 26.1%. Hal tersebut tentunya 
cukup untuk membanggakan BMT HIRA dalam mengatasi pembiayaan 
bermasalah. 
 Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah dari segi objek atau 
tempat, objek yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di BMT, sedangkan penulis 
di Perbankan Syariah. Penelitian ini terfokus pada pembiayaan bermasalah 
63 
 
murabahah sedangkan penelitian penulis terfokus pada produk pembiayaan yang 
ada di BSM Cabang Boyolali.  
 Dalam jurnal Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati (2017) dengan 
judul Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah 
Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Jurnal 
ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyelesaianpembiayaan bermasalahpada 
BMI Banda Aceh dilakukan melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, 
penjualan jaminan, melakukan write off dan adanya penetapan terhadap denda 
serta pembentukan tim khusus yang menangangi pembiayaan bermasalah. Selain 
itu, BMI Banda Aceh juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang tidak 
diatur secara detail dalam PBI. Kebijakan internal ini disesuaikan dengan kultur 
nasabah dan masyarakat di sekitarnya sehingga bisa berbeda dari satu nasabah ke 
nasabah lainnya. Kebijakan ini diterapkan ketika aturan yang ada dirasa tidak 
mencukupi untuk mengurangi rasio NPF. Penerapan kebijakan terhadap 
pembiayaan bermasalah terbukti berimplikasi positif terhadap perbaikan kualitas 
pembayaran dan penurunan rasio NPF. 
 Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah dari segi objek atau 
tempat, objek yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Bank Muamalat Indonesia 
Banda Aceh, sedangkan penulis di Perbankan Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri 
Cabang Boyolali.  
 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ngamilatul Marzuqoh (2016) 
dengan judul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Simpan 
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Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfa Dinar Simo Boyolali. Penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di 
KSPS BMT Alfa Dinar Simo Boyolali adalah karena faktor intern dan faktor 
ekstern. Motode yang digunakan KSPS BMT Alfa Dinar Simo Boyolali dalam 
penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah : menjaga hubungan baik dengan 
anggota, peringatan I,II dan III, mengamankan jaminan dan hapus buku. 
Pembiayaan Bermasalah KSPPS BMT Alfa Dinar Simo Boyolali Selama 3 tahun 
terakhir dari tahun 2013-2015 menunjukkan kenaikan. Untuk teknik perhitungan 
pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Alfa Dinar Simo Boyolali dengan 
menggunakan kafarat 0,15% , dan ta‟width 1,5% . 
 Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah dari segi objek atau 
tempat, objek yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di BMT Alfa Dinar Simo 
Boyolali, sedangkan penulis di Perbankan Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri 
Cabang Boyolali.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Desain Penelitian 
Berdasarkan pada latar belakang perumusan masalah yang telah diuraikan, 
maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dimana 
peneliti mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti dengan kondisi 
lingkungan penelitian yang natural dan tingkat keterlibatan peneliti yang minimal 
(Indiantoro, 1999:92). Penelitian ini masuk pada penelitian deskriptif yaitu 
menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial 
secara mendalam.  
Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
kualitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian proses menjaring data-data atau 
informasi yang dinilai sewajarnya mengenai suatu masalah dalam bidang 
kehidupan pada objek-objek tertentu (Saebani, 2008: 101). 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai 
status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut “apa adanya” pada saat 
penelitian dilakukan serta tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, 
tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau 
keadaan.(Suharsimi Arikunto, 2003: 309) 
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3.2 Subyek Penelitian 
Subyek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian yang memiliki 
dan mengetahui yang telah diteliti (Azwar, 2001: 35). Subyek penelitian yang 
menjadi sasaran penulis dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Cabang 
Boyolali. Sedangkan informan yang akan menjadi sumber informasi dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Micro Banking Manajer di Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali. 
2. Consumer Bisnis Relationship Manajer di Bank Syariah Mandiri Cabang 
Boyolali. 
3. Financing Sales di Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali. 
4. Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali.  
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat 
digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1. Metode Wawancara 
Wawancara yaitu penulis mengumpulkan data untuk memperoleh 
informasi secara langsung dari sumbernya, yaitu Micro Banking Manajer, 
Consumer Bisnis Relationship Manajer, Financing Sales dan nasabah Bank 
Syariah Mandiri Cabang Boyolali.  
2. Dokumentasi 
Menurut Suharsimi Arikunto (2003: 226) dokumentasi adalah mencari 
data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 
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majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Penulis mengumpukan data langsung 
dari Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali. 
3.4 Teknik Analis Data 
Menurut Sugiyono (2007: 335) Analisis data adalah proses mencari dan 
meyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. 
Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 
berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan 
tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan 
berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang 
sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakan hipotesis tersebut diterima atau 
ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat 
dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis 
diterima maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori (Sugiyono, 2007:335). 
Menurut Miles dan Huberman dalam Prastowo (2012:242-249) untuk 
memproses analisis dalam model Miles dan Huberman ini dapat melalui tiga 
proses yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. 
1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengubah segala 
bentuk data hasil penelitian menjadi bentuk tulisan dengan menanamkan, 
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menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
mengkoordinasikan data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya 
dapat ditarik dan diverifikasikan. 
2. Penyajian Data 
Patalima (2011: 101) mengatakan “penyajian data merupakan sekumpulan 
informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan”. Penyajian data dapat dipergunakan untuk melihat 
gambaran keseluruhan hasil penelitian, baik yang berdasarkan matrik maupun 
pengkodean dari hasil reduksi data dan penyajian data itulah selanjutnya 
penelitian dapat menarik kesimpulan data, memverifikasi sehingga menjadi 
kebermaknaan data. 
Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun 
dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami dan merencanakan 
kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data 
yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki 
arti tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat 
hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa 
yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang 
baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang 
valid. 
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan 
dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang yang dikemukakan diawal 
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masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang 
mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan 
bukti-bukti baru inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan 
yang dikemukakan di tahap awal di dukung dengan bukti-bukti yang kuat dalam 
arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan, 
maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang valid dan kredibel.   
 
3.5 Validitas dan Reliabilitas 
Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada obyek 
penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data 
yang tidak berbeda antara data yang di laporkan oleh peneliti dengan data yang 
sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Sedangakan reliabilitas adalah 
derajat konsistensi atau stabilitas terhadap data yang ditemukan pada obyek 
penelitian. Apabila ada dua atau lebih penelitian pada obyek yang sama akan 
menghasilkan data yang sama juga. Dalam penelitian kualitatif, validitas dan 
reliabilitas sering disebut dengan uji keabsahan data.  
Keabsahan data merupakan konsep penting yang doperbarui dari konsep 
kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) dan disesuaikan dengan tuntutan 
pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Dalam penelitian ini 
menggunakan teknik triangulangsi untuk memperoleh keabsahan data. 
Triangulangsi adalah teknik pemeriksaaan keabsahan data yang memanfaatkna 
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu (Lexy J. Moleong, 2013:330) 
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Adapun yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
triangulangsi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda 
dalam penelitian kualitatif. (Patton, 1987:337 dalam Lexy J. Moleong, 2013:330) 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
 Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang berkonsep syariah 
di Indonesia. Bank Syariah Mandiri juga merupakan salah satu pelopor berdirinya 
bank-bank berkonsep syariah di Indonesia dan merupakan salah satu bank syariah 
terbesar di Indonesia saat ini. PT. Bank Syariah Mandiri didirikan pada tanggal 25 
Oktober 1999 dan mulai beroprasi pada tanggal 1 November 1999.   
Bank Syariah Mandiri (BSM) mendapat suntikan modal sebesar Rp500 
miliar dari Bank Mandiri. Penambahan modal kepada BSM berlangsung pada hari 
Rabu (25/11) dan menjadikan BSM sebagai bank syariah pertama yang masuk 
kategori Buku III. Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Agus Sudiarto 
mengungkap akan menggunakan tambahan modal untuk menopang ekspansi 
bisnis pada tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya.  
Dengan penambahan modal sebesar Rp500 miliar, CAR BSM naik 
menjadi sekitar sekitar 105 bps menjadi 12,97%. Jumlah modal disetor BSM per 
25 November 2015 menjadi Rp1,99 triliun. Modal inti BSM akan menjadi Rp5,4 
triliun dan total ekuitas Rp5,61 triliun, sehingga BSM sudah masuk ke dalam 
Buku III. Penambahan modal merupakan wujud komitmen dari Bank Mandiri 
untuk mendukung implementasi Corporate Plan (Corplan) BSM 2016 - 2020 
sekaligus sejalan dengan visi Bank Mandiri untuk menjadi lembaga keuangan 
Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. 
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Tahun 2016 merupakan tahun pertama BSM melakukan transformasi 
melalui implementasi Corplan 2016 - 2020 di mana BSM menargetkan untuk 
dapat mencapai aset Rp200 triliun pada tahun 2020. Corplan 2016-2020 tersebut 
juga disusun dalam rangka menyongsong implementasi Masyarakat Ekonomi 
ASEAN. Sejalan implementasi Corplan 2016 - 2020, BSM pun menyesuaikan visi 
perusahaan menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Modern‟ dan menggunakan 
tagline baru Terdepan, Modern, Menenteramkan. 
(http://www.syariahmandiri.co.id/2015/11/bsm-menjadi-bank-syariah-pertama-
masuk-buku-iii/) 
Saat ini Bank Syariah Mandiri telah memiliki total kantor cabang 
mencapai 1.171 kantor, diluar cabang unit bisnis mikro. Dari jumlah tersebut, 
sebanyak 977 unit berstatus kantor cabang dan kantor cabang pembantu serta 194 
unit berupa kantor kas yang semua tersebar di 33 provinsi di Indonesia. selain itu 
Bank Syariah Mandiri juga memiliki jaringan ATM sejumlah 220, ATM Syariah 
Mandiri 4.795. 
Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri 
Krisis Moneter dan ekonomi sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis 
politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. 
krisis tersebut menyebabkan Pemerintah Indonesia terpaksa mengambil kebijakan 
untuk merestrukturisasi dan merekapitulasi bank-bank yang ada Indonesia. 
Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah 
sekaligus berkah paska krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. sebagaimana 
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diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis 
multi dimensi termasuk di panggung politik nasinoal, telah menimbulkan beragam 
dampak negatif  yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, 
tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional 
yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. 
Pemerintah akhirnya merubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum 
syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 
1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi 
Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui 
pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi 
mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 
1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang 
mampu memadukan idealism usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi 
kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani 
inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam 
kiprahnya di Perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun 
indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. 
4.1.1 Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan Bank Syariah Mandiri 
1. Visi 
Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah “Bank Syariah Terdepan dan 
Modern” 
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Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di 
antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, 
micro, SME, commercial, dan corporate. 
Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan 
teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah. 
2. Misi 
Misi dari Bank Syariah Mandiri yaitu : 
a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang 
berkesinambungan. 
b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 
melampaui harapan nasabah. 
c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan 
pada segmen ritel. 
d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 
e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.  
f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.  
3. Nilai-nilai Perusahaan 
Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri (ETHIC):  
Excellence : Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang 
terpadu dan berkesinambungan.  
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Teamwork : Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. 
Humanity : Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.  
Integrity  : Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku 
terpuji. 
Customer Focus : Memahami dan memenuhi kebutuhan `pelanggan untuk 
menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang 
terpercaya dan menguntungkan.  
4.1.2 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Boyolali 
Setiap perusahaan tentunya memiliki struktur organisasi yang dimana akan 
membentuk sistem memudahkan dalam menjalankan aktifitasnya. Memiliki 
struktur organisasi yang baik, setiap individu yang terlibat dalam organisasi dapat 
saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga perusahaan dapat 
memanfaatkan kemampuan karyawan dengan maksimal. 
Menurut Romney (2003) Perusahaan dalam menjalankan roda organisasi 
yang mempunyai banyak karyawan diperlukan adanya peraturan mekanisme kerja 
yang jelas dan rapi. Struktur organisasi perusahaan menetapkan garis otoritas dan 
tanggung jawab serta menyediakan kerangka umum untuk perencanaan, 
pengarahan, dan pengendalian operasionalnya. 
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Tabel 4.1  
Formatur Organisasi BSM Cabang Boyolali 
Branch Manajer Sri Wahyuni Handayani 
Back Office Service Manajer Hafid Syafriadi 
Micro Banking Manajer Yusuf Arafat 
Consumer Bisnis Relationship Manager Dewi Ernawati 
Consumer Admin Staff  Andi 
Teller  1. Novita 
2. Agung  
Customer Service Ningrum 
General Support Staff Putri 
Micro Financing Sales  3. Vega  
4. Krisna  
5. Edy  
6. Seno  
Sales Financing Emas Urfah Izzah 
Funding Transaksion Staff Toni 
Satpam  1. Agus  
2. Didik  
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4.1.3 Produk-produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Boyolali 
Tabel 4.2  
FUNDING FINANCING  
1. Tabungan BSM 
2. Tabungan Berencana BSM 
3. Tabungan Simpatik 
4. Tabungan Mabrur BSM 
5. Tabungan Mabrur Junior 
6. BSM Tabungan Dollar 
7. BSM Deposito 
8. BSM Giro 
1. BSM Oto 
2. BSM Griya 
3. BSM Gadai Emas 
4. BSM Cicil Emas 
5. BSM Warung Mikro 
 
4.1.4 Prosedur Mengajukan Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang 
Boyolali 
Prosedur adalah rangkaian tata pelaksanaan kerja yang diatur 
secaraberurutan, sehingga terbentuk urutan kerja secara bertahap dalam 
menyelesaikan suatu pekerjaan. Menurut wawancara dengan Ibu Dewi Ernawati 
(Consumer Bisnis Relationship Manajer) prosedur mengajukan pembiayaan di 
BSM Cabang Boyolali yaitu sebagai berikut: 
1. Prosedur pembiayaan BSM Cabang Boyolali calon anggota datang 
langsung ke bank dengan membawa seluruh persyaratan yang telah 
ditentukan oleh bank tersebut, yaitu: 
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a. Menjadi nasabah bank BSM Cabang Boyolali 
Sebelum mengajukan permohonan pembiayaan, calon nasabahdi 
haruskan untuk menjadi nasabah BSM Cabang Boyolali. Hal ini bertujuan 
untuk mempermudah pihak BSM maupun nasabah pada saat melakukan 
pembayaran atau angsuran pembiayaan. 
b. Fotocopy KTP Suami dan Istri 
Fotocopy KTP Suami dan Istri yaitu sebagai penjelasan identitas 
dan status. Karena pada saat menjadi nasabah BSM, data di BSM harus 
sama dengan data yang ada di KTP. Sehingga KTP merupakan syarat yang 
harus ada pada saat mengajukan pembiayaan di BSM Cabang Boyolali. 
c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau surat nikah 
Pada dasarnya kegunaan KK hampir sama dengan KTP, yakni 
memperjelas identitas atau data diri. Namun, dalam KK tercantum seluruh 
data yang ada dalam KTP, sehingga KK dibutuhkan untuk lebih 
memperkuat data yang ada dalam KTP. 
d. Rekening Listrik atau PDAM bulan terakhir. 
e. Slip gaji terkhir (untuk pegawai atau karyawan) 
Slip gaji menjadi syarat bagi seorang pegawai atau karyawan, 
dengan menunjukkan slip gaji bulan terakhir, maka pihak BSM akan dapat 
melihat kemampuan (capacity) anggota dalam mengangsur pembiayaan 
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setiap bulannya. Sedangkan untuk nasabah yang bukan pegawai atau 
karyawan,cukup menunjukkan data usahanya. 
f. Fotocopy surat jaminan (BPKB atau Sertifikat tanah) 
Fotocopy surat jaminan bertujuan untuk mengatahui jaminan 
seperti apa yang akan dijadikan anggunan di BSM. Untuk sertifikat tanah 
harus jelas kepemilikan tanahnya dan tanah sedang tidak dalam sengketa. 
Sedangkan untuk BPKB nomor mesin dan nomor rangka harus sesuai 
dengan kendaraan yang akan dijadikan anggunan. 
2. Mengajukan permohonan pembiayaan 
Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang 
didalamnya mencakup data pemobon, rencana penggunaan dana 
pembiayaan, data keuangan (untuk karyawan dan pegawai), data usaha, 
dan kolom referensi. 
3. Mempunyai penghasilan 
Nasabah harus mempunyai penghasilan,dengan mempunyai 
penghasilan nasabah akan dapat mengangsur atau melunasi pembiayaan 
yang diajukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan diawal 
perjanjian. 
 
 
80 
 
4. Memiliki karakter yang baik 
Karakter merupakan penilaian yang paling berpengaruh dalam 
pemberian pembiayaan, sehingga nasabah harus memiliki karakter yang 
baik untuk memperoleh pembiayaan di BSM Cabang Boyolali. Semakin 
baik karakter nasabah, maka kemungkinan pembiayaan bermasalah akan 
semakin kecil, dan begitu juga sebaliknya apabila karakter nasabah kurang 
baik, maka kemungkinan pembiayaan bermasalah atau macet atau akan 
semakin besar. 
5. Survey 
Survey adalah salah satu prosedur pembiayaan, dimanapihak BSM 
khususnya bagian Marketing Financing melakukan pendekatan pada 
nasabah dengan cara mengunjungi rumah nasabah untuk melakukan 
wawancara. Hal ini bertujuan untuk mengetahui karakter, pekerjaan, 
lingkungan, dan latar belakang nasabah. Terkadang pihak BSM 
mendatangi kantor tempat calon nasabah bekerja (karyawan atau pegawai) 
untuk mengetahui karakter dan latar belakang nasabah. 
6. Komite Pembiayaan 
Sebelum nasabah memperoleh pembiayaan di BSM Cabang 
Boyolali, pihak BSM harus memperoleh persetujuan dari komite 
pembiayaan yang ada di pusat. 
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7. Pencairan dana 
Seluruh persyaratan sudah terpenuhi oleh nasabah, maka pihak 
BSM dapat mencairkan dana pembiayaan.  
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan   
Kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah merupakan upaya yang 
dilakukan oleh pihak bank untuk menangani nasabah yang mengalami 
kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Kebijakannya dapat 
dilakukan berbagai cara, serta dapat dilakukan pada saat pembiayaan belum 
termasuk kedalam pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian ini penulis 
akan membahas tentang bagaimana kebijakan penanganan pembiayaan 
bermasalah pada BSM Cabang Boyolali, kemudian faktor menangani 
pembiayaan bermasalah, dan untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan 
tersebut dilakukan dan seberapa penting penerapan kebijakan penanganan 
pembiayaan bermasalah. Untuk lebih jelasnya penulis akan membahas 
sebagai berikut. 
4.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Bank 
Syariah Mandiri Cabang Boyolali 
Pada penelitian ini, akan dijelaskan tentang faktor penyebab terjadinya 
pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali. Dari hasil 
penelitian dan wawancara mendalam dengan 2 informan yaitu pegawai BSM 
Cabang Boyolali dan nasabah BSM Cabang Boyolali.  
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Bagi sebuah lembaga keuangan pembiayaan bermasalah bukanlah hal 
yang asing lagi didengarkan. Penulis yakin bahwa semua lembaga keuangan pasti 
mengalami hal tersebut. Oleh karena itu masalahnya sekarang adalah bagaimana 
menghadapi masalah tersebut, yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan 
bermasalah adalah faktor kebijakan-kebijakan bisa membuat pembiayaan 
bermasalah bisa juga ada kebijakan tapi di longgarkan. (Heri Sudarsono,2004) 
Seperti halnya lembaga keuangan lain, Bank Syariah Mandiri Cabang 
Boyolali juga memiliki masalah yang serupa. Resiko pembiayaan bermasalah 
pasti akan dihadapi oleh bank sebagai resiko lembaga keuangan. Setiap 
penyaluran pembiayaan oleh bank tentu mengandung resiko, karena adanya 
keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. 
Apalagi dalam situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah dan 
penuh ketidak pastian seperti sekarang ini. Selain itu, diperlukan adanya 
pertimbangan secara kehati-kehatian agar kepercayaan yang merupakan unsur 
utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang 
diberikan dapat menangani sasarannya dan terjaminnya pengembalian 
pembiayaan tersebut tepat waktunya sesuai dengan akad perjanjian.  
Sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah di BSM, maka pihak BSM 
terlebih dahulu melakukan penilaian pembiayaan agar BSM yakin bahwa 
pembiayaan yang diberikan nanti dapat kembali dengan lancar tanpa ada suatu 
permasalahan yang menghambat. Penilaian pembiayaan ini bertujuan untuk 
menilai kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan. 
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Prinsip penilaian pembiayaan secara umum menggunakan analisis 5C 
meliputi: charakter, capacity, capital,collateral, condition. Selain menggunakan 
prinsip penilaian yang dikenal dengan unsur 5C, prinsip lainnya yaitu 7P 
(Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection). 
Namun penulis melihat pihak BSM hanya menggunakan prinsip 4C yaitu 
Pertama, Character (karakter). 
Hasil wawancara menyatakan bahwa informan 1 Bapak Krisna karakter 
merupakan sifat atau kepribadian yang dimiliki seseorang sehari-hari. Dengan 
melihat dan memahami karakter nasabah, maka pihak BSM dapat lebih percaya 
terhadap nasabahnya. Hal ini akan lebih baik jika dalam sebuah pembiayaan 
didasari dengan kepercayaan oleh masing-masing pihak. 
Informan 1 memberikan pernyataan bahwa kebanyakan dari nasabah BSM 
merupakan orang-orang muslim. Hal inilah yang menjadikan salah satu alasan 
informan dalam menganalisis karakternya berdasarkan dari segi agamanya seperti 
apa. Selain itu dari cara berbicara nasabah pada saat wawancara juga dianalisis 
oleh informan. 
Namun pernyataan informan 2 berbeda dengan jawaban yang 
dikemukakan informan 1 dengan pertanyaan yang sama. Menurut informan 2 
bahwa awal proses pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang 
Boyolali dibantu oleh salah satu tetangganya yang bekerja di Bank Syariah 
Mandiri Cabang Boyolali segala prosesnya dipercepat karena adanya kedekatan 
dengan salahsatu pegawai yang tidak disebutkan namanya. 
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Hasil pernyataan 2 informan diatas, bahwa yang dilakukan pihak BSM 
dalam menganalisis karakter nasabah belum sesuai dengan apa yg dilakukan 
dilapangan. Setelah dilakukannya pengecekan karakter nasabah, maka pihak BSM 
dapat menyimpulkan bagaimana karakter dari nasabah tersebut, bagaimana 
moralnya, budi pekertinya, dan sikapnya. Dengan begitu diharapkan kemauan 
nasabah dalam mengembalikan pembiayaan dapat diselesaikan dengan tepat 
waktu. Kemudian peneliti melakukan pertanyaan yang lebih mendalam terkait 
dengan menganalisis nasabah.  
Kedua, Capacity (kapasitas). Menurut informan 1 kapasitas merupakan 
kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman pokok atau margin 
pembiayaan. Dalam hal ini pihak BSM melihat cara kemampuan nasabah dalam 
mengelola usahanya untuk mengembalikan pinjamannya. 
Hasil wawancara menyatakan bahwa informan 1 Bapak Krisna bahwa 
dalam melihat kemampuan nasabah dari usahanya, beliau melihat apakah 
nasabahnya sanggup dengan hasil yang dia peroleh untuk menutupi angsuranya, 
namun jika dilihat keadaanya sendiri tidak bisa untuk diberikan pembiayaan 
dalam jumlah yang lebih besar atau lebih kecil, maka akan beliau sampaikan ke 
BSM dan BSM tidak bisa memberikan pinjaman itu karena di khawatirkan 
nasabah yang bersangkutan tidak akan sanggup untuk mengembalikan 
angsurannya. 
Sementara informan 2 beranggapan bahwa dalam melihat kemampuan 
nasabah, pihak BSM melihat dari usaha nasabahnya, apakah nasabah tersebut 
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sanggup untuk mengembalikan seluruh kewajibannya apa tidak, kalau sanggup 
maka pihak BSM akan memberikan pinjaman dalam jumlah besar atau kecil 
tergantung dari usaha nasabah tersebut. 
Ketiga, Capital (Modal). Menurut informan1 mengatakan bahwa modal 
yang dimiliki nasabah biasanya dapat ketahui dari pendapatan anggota perbulan 
dikurangi pengeluarannya. Dalam hal ini pihak BSM menilai modal yang dimiliki 
oleh nasabah dalam membayar pinjamanya. 
Hasil wawancara menyatakan bahwa informan 1 Bapak Krisna pihak BSM 
melihat apakah usaha yang dikelola oleh calon nasabah memiliki prospek yang 
cukup baik dan hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya 
serta mampu menutupi biaya operasional usaha. Selain itu, ada kelebihan 
pendapatan yang bisa dijadikan sebagai akumulasi modal, sehingga usahanya 
akan terus berkembang. 
Menurut informan 2 bahwa modal yang dimiliki nasabah dilihat dari 
pekerjaannya, pendapatan per bulannya, usaha dari calon nasabah yang dimiliki 
mempunyai prospek yang baik apa tidak, kalau sudah memenuhi kriteriannya 
maka pihak BSM akan memberikan pinjaman kepada nasabahnya.  
Keempat, adalah Collateral (Jaminan). Menurut informan 1 mengatakan 
bahwa barang jaminan yang digunakan oleh nasabah untuk menanggung 
pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila dikemudian hari nasabah tidak 
dapat melunasi pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan jumlah pembiayaan 
yang akan diberikan oleh pihak BSM. 
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Hasil wawancara menyatakan bahwa informan 1 Bapak krisna agunan 
bukan merupakan faktor penentu dalam pemberian pembiayaan. Pihak BSM tidak 
meminta agunan akan tetapi tetap menerima apabila ada nasabah yang 
menyerahkannya dan pihak BSM menganggap itu sebagai itikad baik dari nasabah 
dalam mengajukan pembiayaan. 
Namun pernyataan informan 2 berbeda dengan jawaban yang 
dikemukakan informan 1 dengan pertanyaan yang sama. Menurut informan 2 
bahwa agunan merupakan faktor penentu besar kecilnya dalam memberikan 
pinjaman ke nasabah, sehingga dapat dikatakan bahwa agunan merupakan sesuatu 
yang penting dalam melakukan pembiayaan atau meminjam uang di bank.  
Hasil pernyataan 2 informan diatas bahwa yang dilakukan pihak BSM 
dalam barang jaminan yang digunakan nasabah untuk meminjam uang dibank 
belum sesuai dilakukan pihak BSM ke nasabahnya. Yang dilakukan pihak BSM 
ke nasabahnya bahwa barang jaminan itu merupakan faktor penentu besar 
kecilnya pinjaman dan sesuatu yang penting dalam melakukan pinjamana atau 
pembiayaan.  
Pembiayaan yang bermasalah yang terjadi di Bank Syariah Mandiri 
Cabang  Boyolali sejauh ini masih dalam tahap sehat. Sehat disini dalam artian 
pembiayaan bermasalah tersebut masih bisa ditangani. Tetapi hanya sebagian 
kecil pembiayaan bermasalah yang masuk dalam indikator macet. Hal ini terjadi 
karena manajemen operasional dan pengelolaan di Bank Syariah Mandiri Cabang 
Boyolali sudah berjalan dengan baik.  
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Berdasarkan fenomena atau fakta yang ditemukan peneliti melalui 
penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali dan juga melakukan 
wawancara dengan beberapa informan. Bahwa ada beberapa faktor-faktor 
penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. 
Analisis faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank 
Syariah Mandiri Cabang Boyolali dapat diketahui oleh peneliti sebagaimana yang 
telah disampaikan oleh 3 informan yaitu pegawai BSM yaitu informan 1 Bapak 
Yusuf Arafat selaku Micro Banking Manajer,  informan 2 Ibu Dewi Ernawati  
selaku Consumer Bisnis Relationshi Manajer dan informan 3 nasabah BSM 
Cabang Boyolali.  
Pertama, faktor internal. Berasal dari pihak Bank Syariah Mandiri Cabang 
Boyolali, berdasarkan hasil wawancara informan 1 Bapak Yusuf Arafat 
dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai dan pegawai yang relatif masih baru 
(outsourcing) di Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali khususnya bagian 
Marketing Officer. Hal tersebut dikarenakan area cakupan Boyolali yang luas dan 
banyaknya nasabah pembiayaan, baik di area Boyolali maupun di luar kabupaten 
Boyolali. 
Selain itu, laporan keuangan tidak lengkap dikarenakan kebanyakan 
nasabah tidak mau membuat laporan keuangan usahanya atau tidak mampu 
membuat laporan keuangan. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat diketahuinya 
untung atau rugi usaha nasabah, serta modal usaha dan uang pribadi nasabah 
bercampur lebur. Sehingga ketika nasabah mengalami kesulitan dalam 
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pemenuhan kewajiban dan mengklaim mengalami kerugian, nasabah tidak 
mampu memberikan bukti berupa laporan keuangan.  
Sementara informan 2 Ibu Dewi Ernawati menyatakan bahwa faktor 
internal disebabkan oleh karakter maupun kemampuan petugas (Account Officer) 
yang kurang baikdalam menganalisa calon nasabah yang akan menerima 
pembiayaan. Hal ini biasa terjadi karena adanya kedekatan atau hubungan 
kekerabatan antara calon nasabah dengan petugas serta juga ketidak telitian 
account officer dalam menganalisis karakter usaha dan karakter calon nasabah.  
Selain itu, dari pihak nasabah dikarenakan peminjam kurang cakap adalah 
kurangnya kualifikasi dan kompetensi nasabah dalam menjalankan sebuah usaha. 
Sehingga ketika usahanya kolaps atau bangkrut, nasabah tidak mampu melunasi 
pembiayaan. Manajemen tidak baik atau kurang rapi adalah penguasaan nasabah 
terhadap manajemen dan operasional usaha yang tidak tertata dengan baik, 
sehingga menyebabkan usaha yang dijalankan tersendat. 
Sementara informan 3 menyatakan bahwa sering lupa dalam pembayaran 
angsuran pembiayaan dan terkadang enggan untuk pergi ke BSM untuk 
membayar hal ini yang menyebabkan menunggaknya angsuran tersebut, disini 
menunjukkan adanya rasa kurang bertanggung jawab dalam pembayaran angsuran 
kepada BSM padahal nasabah tersebut tidak mengalami masalah keuangan dalam 
rumah tangganya. 
Selain itu, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, 
nasabah ada yang menggunakan dana pinjaman untuk sesuatu yang berlawanan 
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dengan niat awal pengajuan pinjaman, yang mana hal tersebut seringkali untuk 
sesuatu yang tidak produktif. Perencanaan kurang matang yaitu kurangnya 
perencanaan matang yang dilakukan nasabah dalam menjalankan usaha, sehingga 
ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nasabah tidak mampu mengatasi hal 
tersebut. 
Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha, ada beberapa 
nasabah yang mengajukan pinjaman dan pencairan yang diberikan tidak sesuai 
dengan nominal yang diajukan. Padahal nasabah membutuhkan dana tersebut, 
sehingga dengan terpaksa nasabah menjalankan usaha dengan dana yang kurang. 
Akibatnya ketika usaha yang dijalankan bermasalah maka pembayaran angsuran 
terhenti.  
Kedua, faktor eksternal. Berasal dari luar pihak Bank Syariah Mandiri 
Cabang Boyolali. Menurut informan 1 Bapak Yusuf Afarat menyatakan bahwa 
untuk faktor ekternal itu di luar kemampuan nasabah seperti kondisi usaha atau 
omset menurun karena disebabkan harga bahan pokok yang mereka beli naik dan 
akhirnya mereka mau tak mau harus menaikkan harga jual.  
Menurut informan 2 Bu Dewi Ernawati menyatakan bahwa faktor ekternal 
itu bencana alam. Pembiayaan bermasalah yang timbul akibat adanya bencana 
alam seperti bangkrutnya usaha nasabahyang timbul akibat banjir, kekeringan dan 
serangan hama. Sehingga berdampak kerugian pada usaha yang dikelola oleh 
nasabah dan berkibat menurunya kemampuan nasabah dalam memenuhi 
kewajibanya kepada BSM Cabang Boyolali.  
90 
 
Sementara menurut informan 3 bahwa faktor eksternal bahwa nasabah  
kurang mampu mengelola usaha yang telah dijalankanya. Pada saatpengajuan 
pembiayaan nasabah merasa optmis dengan usaha yang akan dijalankanya namun 
saat dana direalisasikan yang terjadi ketidaksamaanantara kerja yang diberikan 
dengan realitas dilapangan. 
Sejauh ini dalam hal tindakan preventif yang dilakukan pihak Bank 
Syariah Mandiri Cabang Boyolali dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan 
bermasalah sudah berjalan dengan baik. Karena Bank Syariah Mandiri Cabang 
Boyolali sebisa mungkin menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan 
pembiayaan. Selain dengan analisis 5C dan 7P, Bank Syariah Mandiri Cabang 
Boyolali juga mengadakan rapat dengan komite pembiayaan terlebih dahulu 
sebelum sebuah permohonan pembiayaan disetujui.Hal ini dilakukan untuk 
menimbang layak atau tidaknya pembiayaan tersebut. 
Selama ini Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali juga selalu 
mengedepankan asas keterbukaan terhadap persoalan atau permasalahan yang 
terjadi di antara kedua belah pihak antara Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali 
dan pihak nasabah. Karena pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali 
menganggap bahwa nasabah tidak hanya partner kerja, akan tetapi menjaga 
silahturahmi atau persaudaraan. Sehingga nasabah tidak merasa sungkan atau 
takut jika terdapat persoalan pada nasabah seperti persoalan pembiayaan 
bermasalah. 
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Adapun yang harus diperhatikan agar tidak terjadi pembiayaan 
bermasalah, upaya-upaya Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali untuk 
mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain: 
1. Berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dan teliti dalam menganalisis 
pembiayaan. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut: 
a. Mengikuti prosedur pembiayaan dengan benar sesuai dengan SOP 
(Standar Operating Procedure) pembiayaan yang telah ditentukan 
Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali.  
b. Menghindari sikap objektif kepada calon nasabah pembiayaan 
dalam memberikan fasilitas pembiayaan. 
c. Teliti dalam melengkapi dokumentasi sebelum pembiayaan 
direalisasikan. 
d. Harus diadakan survey terhadap nasabah dan usaha disesuaikan, hal 
ini dilakukan untuk meyakinkan pihak bank bahwa calon nasabah 
layak untuk diberikan fasilitas kredit. 
e. Jumlah angsuran yang diberikan pada nasabah disesuaikan dengan 
kesanggupan nasabah dalam melunasi angsurannya, hal ini 
dilakukan agar nasabah tidak terbebani dalam melaksanakan 
kewajibannya sehingga angsuran dapat dibayarkan tepat waktu. 
f. Adanya jaminan pembiayaan, jaminan digunakan sebagai ikatan 
antara Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali.  
 
2. Pendekatan kepada nasabah (Approaching) 
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Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan, pendekatan yang 
dilakukan pihak bank dapat dilakukan dengan mendatangi nasabah pembiayaan 
yang mengalami penunggakan, hal ini dilakukan untuk mengetahui 
permasalahan apa yang dialami nasabah sehingga terlamabat membayar 
anggsurannya. Permasalahn yang dialami dibicarakan dan didiskusikan oleh 
nasabah dan pihak bank untuk kemudian dicari solusi penyelesaiannya. 
3. Melakukan pengawasan terus-menerus 
Pemberian pembiayaan memerlukan pengawasan secara ketat dan 
terusmenerus. Tujuan utama pengawasan pembiayaan adalah untul mencegah 
sedemikian mungkin timbulnya pembiayaan yang tidak sehat, menurunnya 
kualitas pembiayaan yang diberikan dan hal-hal lain yang dapat merugikan 
bank. Pengawasan terhadap pembiayaan harus waspada dengan selalu 
memantau setiap perkembangan yang tidak menguntungkan, pengawasan yang 
dilakukan sebagai berikut: 
a. Pengawasan terhadap setiap pemberian pembiayaan yang akan 
diberikan, apakah sesuai dengan ketentuan pemberian pembiayaan 
yang berlaku. 
b. Memantau pelaksanaan dokumentasi dan administrasi pembiayaan 
yang telah diberikan. 
c. Pemantauan terhadap perkembangan kualitas pembiayaan yang 
telah diberikan termasuk perkembangan kegiatan usaha nasabah. 
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d. Untuk mendapatkan pembiayaan yang baik maka setiap 
perkembangan dari nasabah harus dipantau secara terus-menerus 
dan jika menunjukan gejala yang kurang sehat maka nasabah 
tersebut harus segera diklarifikasi dan diambil langkah-langkah 
penanganannya. 
e. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap nasabah pembiayaan 
namun juga berlaku terhadap semua petugas pembiayaan yang 
terlibat dalam proses pembiayaan. 
f. Pengawasan terhadap semua jenis pembiayaan, termasuk 
pembiayaan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan 
nasabah-nasabah besar yang harus dilakukan secara intensif. 
 
4.2.2 Upaya-upaya BSM dalam meminimalisir Pembiayaan Bermasalah 
Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada informan mengenai upaya BSM 
dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Hal itu dapat diketahui oleh 
peneliti sebagaimana yang telah disampaikan oleh 3 informan yaitu pegawai BSM 
yaitu informan 1 Bapak Yusuf Arafat selaku Micro Banking Manajer,  informan 2 
Ibu Dewi Ernawati  selaku Consumer Bisnis Relationshi Manajer dan informan 3 
nasabah BSM Cabang Boyolali.  
Dari beberapa produk diatas untuk menunjang perekonomian masyarakat 
maka BSM melalui produk-produk pembiayaan yang ditawarkan 
mengharapkan bisa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana 
untuk membuka usaha ataupun untuk mengembangkan usaha yang sudah 
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berjalan, maka dalam menyalurkan pembiayaan pihak lembaga juga harus 
memikirkan resiko-resiko yang akan dialami oleh pihak lembaga, terutama 
resiko adanya pembiayaan bermasalah dari pembiayaan yang disalurkan. 
Pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah tidak pernah luput dari 
adanya pembiayaan bermasalah. Maka untuk meminimalisir pembiayaan 
bermasalah pihak BSM melakukan pengawasan yang sesuai prosedur 
perusahaan.  
Berdasarkan hasil wawancara informan 1 Bapak Yusuf Arafat, didapatkan 
informasi bahwa upaya yang dilakukan BSM untuk meminimalisir pembiayaan 
bermasalah melakukan beberapa langkah, yang pertama yaitu melakukan 
penagihan kepada nasabah secara rutin setiap bulan,kemudian dari BSM 
melakukan kunjungan ke lokasi usaha yang dilakukan nasabah serta untuk 
mengetahui perkembangan dan kendala-kendala yang dialami oleh nasabah 
dalam menjalankan usahanya, selanjutnya yaitu memberikan solusi kepada 
nasabah terhadap permasakahan yang dialami dan juga memberikan surat 
peringatan tunggakan SP 1-3 dan memberikan tenggang waktu dalam 
penyelesaian. 
Menurut informan 2 Ibu Dewi Ernawati menyatakan bahwa dari pihak 
BSM melakukan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan baik yang 
bermasalah atau yang lancar tetap dilakukan pengawasan melalui kunjungan 
baik itu seminggu sekali atau bulanan, baik lewat whatsapp ataupun sms tetap 
di komunikasikan. Disini juga ada sistem dari BSM untuk mengontrol keadaan 
nasabah. Dari sistem pengawasan itu diharapkan mampu meminimalisir 
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kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti terjadi pembiayaan 
bermasalah, dengan cara dikontrol setiap seminggu sekali ataupun sebulan 
sekali saja masih tetap terjadi pembiayaan bermasalah. Maka pengawasan dari 
BSM sangat penting dilakukan untuk membuat penyaluran-penyaluran 
pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah bisa tetap berjalan dan 
lancar dalam angsuran setiap bulannya  
Namun pernyataan Bapak Yusuf Arafat dan Ibu Dewi Ernawati 
berbeda  dengan jawaban yang dikemukakan oleh informan 3 yaitu nasabah 
Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali dengan pertanyaan yang sama. 
Menurut informan  3 nasabah BSM Cabang Boyolali bahwa pada awalnya 
hasil panen yang didapatkan cukup bagus, tetapi setelah beberapa waktu 
mengalami gagal panen karena disebabkan cuaca memburuk, sehingga 
nasabah tidak bisa menjual hasil panen seperti yang diharapkan, penghasilan 
nasabah terus-menerus turun dan menyebabkan nasabah tidak mampu 
membayar angsuran, dan hingga mengalami tunggakan. Pada tunggakan 
pertama pihak BSM hanya menagih dan masih memberi negosisasi, tetapi 
setelah beberapa kali mengalami tunggakan, pihak BSM mengirim surat 
kepada nasabah sebagai surat peringatan. Namun, nasabah memang benar-
benar tidak mampu untuk membayar angsuran. Dan jaminan yang diberikan 
nasabah kepada bank ditawarkan untuk di lelang. Tetapi pihak nasabah tidak 
mau untuk melakukan hal tersebut.  
Hasil pernyataan 3 informan diatas, bahwa yang dilakukan pihak 
BSM dalam menyelesaikan persoalan nasabah belum sesuai antara hasil 
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wawancara dengan pihak BSM dengan pihak nasabah. Pihak BSM hanya 
mengirim surat kepada nasabahnya untuk segera membayarkan kewajibannya 
yang sudah mengalami tunggakan berkali-kali. Dan jaminan yang diberikan 
nasabah kepada bank ditawarkan untuk dilelang.   
Menurut pengamatan penulis dari beberapa upaya yang dilakukan 
BSM masih tetap saja terjadi pembiayaan bermasalah. Karena pada 
kenyataannya pihak BSM hanya memnerikan surat peringatan saja tanpa 
menawarkan opsi lain kepada nasabahya untuk menyelesaikan pembiayaan 
bermasalah yang tertera dalam peraturan Bank Indonesia Nomor: 
13/09/PBI/2011 tentang proses penyelesaian pembiayaan dengan cara 
restrukturisasi. Dengan cara ini diharapkan bisa membantu nasabah dalam 
menyelesaiakan kewajibannya.  
Ada beberapa macam karakter nasabah yang mendapat pembiayaan di 
BSM, pertama ada yang baik dan orangnya selalu tertib dalam membayar 
kewajibannya, dan apabila mengalami masalah seperti masalah keuangan 
usaha yang dijalankan ia mau untuk berkomunikasi dengan baik kepada pihak 
BSM, ia berkomunikasi untuk meminta saran dari pihak BSM dan dari BSM 
akan memberikan masukan-masukan kepada nasabah untuk lebih baik lagi 
dalam memanajemen keuangan, dengan cara BSM memberikan cara-cara 
dalam memanajemen keuangan, supaya keuangan tetap baik dan tidak 
mengalami kakacauan karena ada beberapa masalah dalam keuangan.  
Kemudian ada juga nasabah yang karakternya sangat keras kepala dan 
tidak pernah mau ditemui oleh pihak bank, tatapi ia rutin dalam pembayaran 
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dan lancar, ia sulit ditemui karena berbagai alasan yang ia lontarkan kepada 
pihak BSM. Ada juga nasabah yang sulit ditemui tetapi dia juga tidak lancar 
dalam pembayaran, ini biasanya yang membuat pembiayaan bermasalah, dan 
bisa menambah angka NPF naik, dan ada kemungkinan nasabah dengan tipe 
seperti ini menggunakan hasil pembiayaan yang tidak sesuai perjanjian di 
awal, sehingga nasabah mengelak untuk ditemui karena takut terhadap BSM. 
Ada juga nasabah yang baik rutin membayar tetapi dia meminta untuk di 
ambil setorannya dirumah, dan lain sebagainya.  
Menurut Sumar’in (2012: 121), Terdapat beberapa jenis monitoring dalam 
pembiayaan, antara lain : 
a. On Desk Monitoring, pemantauan pembiayaan secara administratif 
yaitu melalui instrument administrasi, seperti laporan-laporan, 
financial statement, kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga. 
Pada BSM pada tahap ini sudah dilakukan dengan baik, dan sesuai 
dengan teori sehingga untuk melakukan pengawasan atau mengontrol 
nasabah dilakukan sedemikian rupa seperti pada On Desk Monitoring. 
Dan nasabah pun juga menyerahkan atau memperlihatkan laporan-
laporan mengenai kegiatan usaha yang dijalankan nasabah. 
b. On Site Monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung ke 
lapangan untuk melihat lokasi dan kondisi nasabah, baik sebagian, 
menyeluruh, atau khusus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan 
kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah ada deviasi 
yang terjadi atas term of lending yang disepakati.  
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c. Excption Monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan dengan 
memberikan tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan dengan baik 
dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan term of lending, 
dikurangi intensitasnya.  
Bahwa menurut penulis sistem pengawasan yang dilakukan BSM sesuai 
dengan teori yang dikemukakan oleh Sumar’in, yaitu pihak BSM melakukan 
pengawasan dengan cara mengecek laporan keuangan secara rutin, kemudian 
mencari informasi dengan pihak ketiga, dan juga selalu mengingatkan setiap 
bulan ketika sudah memasuki waktu pembayaran kewajiban, kemudian juga 
melakukan pengecekan secara langsung usaha yang dijalankan nasabah, mulai 
dari kondisi nasabah dan lokasi usaha yang dilakukan, bisa dicek menyeluruh 
dan juga dengan sebagian saja. Dan pihak BSM juga menanyakan kendala-
kendala yang dialami oleh nasabah, sehingga pihak BSM bisa membantu 
memberikan solusi kepada nasabah, ini yang dilakukan BSM untuk melakukan 
langka sebagai penyelamatan pembiayaan yaitu: 
Maka upaya-upaya yang dilakukan BSM bertujuan untuk menyelesaiakan 
beban nasabah dalam menghadapi permasalahan pembiayaan, serta juga 
bertujuan untuk menyelamatkan dan menurunkan NPF BSM. Upaya-upaya 
yang dilakukan BSM juga melihat dan memperhatikan dari peraturan-peraturan 
yang ada, terutama peraturan BI, UU, maupun dari Dewan Syariah Nasional, 
supaya yang dilakukan oleh BSM tidak memberatkan nasabah dan merugikan 
khususnya bagi lembaga. Upaya yang dilakukan oleh BSM ini tidak melanggar 
aturan-aturan yang ada untuk BSM, yang dilakukan yaitu memberikan surat 
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peringatan 1-3 dengan melakukan surat peringatan ini sudah biasa dan menjadi 
hal yang baku pada setiap lembaga keuangan syariah. 
Kemudian upaya yang kedua apabila nasabah mengalami kesulitan 
membayar karena kemampuannya menurun maka bisa mengajukan 
restrukturisasi pembiayaan kepada BSM. Yaitu dengan menganalisa 
permasalahan-permasalahan yang dialami oleh nasabah untuk mengetahui 
permasalahan yang sebenarnya terjadi pada nasabah. Kemudian dari hasil 
analisa bisa ditentukan dengan cara yang mana nasabah akan dilakukan 
restrukturisasi. kemudian juga bisa dilakukan dengan pelelangan barang 
jaminan, apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu untuk membayar 
kewajibannya. 
Bahwa pada BSM dalam menerapakan upaya-upaya dalam meminimalisir 
pembiayaan juga memperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang ada, terutama 
menyesuaikan teori-teori yang ada, bahwa langkah pengawasan yang ada pada 
BSM lebih mengandalkan dengan teknologi yang berkembang, terutama 
melalui media-media sosial, dan nasabah juga diminta untuk selalu melaporkan 
keuangan setiap bulan yang ada pada usaha yang dijalankan oleh nasabah, 
sehingga dalam mengontrol nasabah pembiayaan lebih mudah dan lebih efisien 
waktu. Dari pihak BSM juga mempunyai tenaga-tenaga yang berpengalaman, 
sehingga untuk mengontrol nasabah-nasabah pembiayaan lebih tepat. 
Sumber daya manusia yang ada BSM kebanyakan orang-orang yang 
sebelumnya sudah terjun kedunia perbankkan dan mempunyai pengalaman 
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yang cukup banyak dan komplit untuk menghadapai berbagai macam karakter 
nasabah, dan setiap marketing mempunyai bekal sendiri-sendiri untuk 
mengontrol keadaan nasabah, sehingga untuk meminimalisir terjadinya 
pembiayaan bermasalah lebih efektif, dan marketing juga memperhatikan 
prosedur yang ada pada BSM dalam meminimalisir kredit macet. 
Dan upaya yang dilakukan pihak BSM dalam meminimalisir pembiayaan 
bermasalah dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan-aturan yang 
ada pada BSM, dan pada menurut nasabah diatas bahwa yang dilakukan BSM 
sudah bagus dan bisa membantu nasabah dalam melunasi kewajiban nasabah, 
dan nasabah merasa terbantu dengan apa yang dilakukan oleh pihak lembaga 
keuangan. 
4.2.3 Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri 
Cabang Boyolali 
Pemberian pembiayaan yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat 
dilepaskan dari prinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber malapetaka bagi 
nasabah sehubungan dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah 
biasanya cenderung untuk diselesaikan apabila tidak diatasi dengan cara yang 
benar.  
Berdasarkan hasil wawancara informan 1 Bapak Yusuf Arafat, didapatkan 
informasi bahwa dalam penanganan pembiayaan bermasalah langkah pertama 
yaitu menghubungi lewat telepon maupun sms dengan maksud mengingatkan atas 
kewajibannya, ada terdapat sebagian nasabah yang telah mengganti nomor 
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teleponnya, namun selanjutnya nasabah tidak memberitahukan kembali nomor 
terbaru mereka kepada pihak bank, yang kedua faktor kesengajaan dari nasabah 
itu sendiri untuk tidak mengangkat telepon atau membalas sms dari petugas. Hal 
inilah yang membuat petugas kesulitan untuk menggunakan prosedur pertama 
tersebut. 
Selanjutnya prosedur yang kedua yaitu pemberian surat penagihan 1. Pada 
kenyataan di lapangan sebagian besar prosedur ini tidak memberikan hasil yang 
maksimal, karena alasannya hanya sebuah surat pemberitahuan dan tidak 
berdampak terlalu besar untuk nasabah. Prosedur yang ketiga adalah penagihan 
langsung. Penagihan langsung ini dilakukan oleh petugas dengan mendatangi 
rumah nasabah. Yang intinya adalah untuk mengetahui keadaan nasabah serta 
melakuka penagihan tunggakan. Namun pada tindakan ini masih ada saja yang 
belum mampu melunasi tunggakan hutangnya. Bahkan terdapat beberapa nasabah 
yang sengaja untuk tidak menemui atau beralasan tidak ada dirumah atau bisa 
disebut dengan sembunyi dari petugas bank.  
Sementara informan 2 selaku nasabah BSM Cabang Boyolali menyatakan 
bahwa telah  mendapatkan prosedur awal dalam menanganai pembiayaan yang 
bermasalah, dimulai dari peringatan via telepon atau sms, surat peringatan 1 dan 
bahkan di datangi langsung kerumahnya.  
Menurut peneliti penanganan pembiayaan bermasalah akan lebih efektif 
apabila dilakukan sejak dini yaitu ketika pembiayaan tersebut sudah teridentifikasi 
akan mengalami masalah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui cara 
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damai dapat dilakukan antara lain dengan keringanan pembayaran tunggakan 
pokok, penjualan agunan, pengambil alihan aset debitur oleh lembaga keuangan. 
Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui saluran hukum tidak dilakukan oleh 
semua bank, karena penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui hukum 
tergantung kebijakan dari pihak bank.  
Namun jika ada bank yang memakai jalur hukum dalam penyelesaian 
pembiayaannya, maka antara lain dengan penyelesaian pembiayaan melalui 
pengadilan negeri, yang mencakup somasi atau peringatan dan gugatan, 
penyerahan pengurusan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, 
permohonan pernyataan kepailitan melalui pengadilan niaga, penyelesaian 
pembiayaan bermasalah melalui kejaksaaan, penyelesaian pembiayaan dengan 
mengajukan klaim.  
Jika dilihat dari tahun 2015-2017 strategi dalam menangani pembiayaan 
bermasalah yang digunakan Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali mulai efektif 
karena mengalami penurunan pada rasio pembiayaan bermasalah (NPF) 
disebabkan karena petugas mampu menghadapi karakter-karakter dari nasabah 
yang mengalami kemacetan tersebut dengan lebih baik. 
Adapun strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada Bank 
Syariah Mandiri Cabang Boyolali menggunakan cara-cara pendekatan yang 
bersifat kekeluargaan seperti melakukan silahturahmi, memberi peringatan, 
memperpanjang jangka waktu angsuran. Hal ini dilakukan untuk membantu 
nasabah dalam mencari solusi terbaik sekaligus memberi kesempatan kepada 
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nasabah untuk kembali mengangsur kewajibannya sehingga tercipta rasa 
kekeluargaan diantara nasabah dan pihak bank. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Abdullah yang mengatakan bahwa 
pengawasan kredit merupakan suatu proses penilaian dan pemantauan kredit sejak 
analisis bukanlah aktivitas untuk mencari kesalahan atau penyimpangan debitur 
khususnya dalam menggunakan kredit. Melainkan upaya menjaga agar apa yang 
dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana kredit, selain itu bahwa proses 
pengawasan kredit telah dimulai sejak dini (saat penilian jaminan) 
(Abdullah,2005: 95). 
Jika potensi usahanya masih baik tetapi untuk memperbaiki kondisi 
usahanya perlu tambahan dana dengan membuat akad baru. Namun 
apabilakemacetan pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh kelalaian 
nasabah, maka pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali akan melakukan 
langkah-langkah tertentu seperti memberikan surat peringatan (SP) kepada 
nasabah tersebut dan menyerahkan barang yang digunakan kepada Bank Syariah 
Mandiri Cabang Boyolali. 
Strategi yang telah digunakan oleh Bank Syariah Cabang Boyolali selama 
ini telah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dan diperbaiki oleh pihak manajemen bank. Sedikit mengulas 
tentang tindakan yang dilakukan bank dalam penyelamatan pembiayaan 
bermasalah. Menurut penulis beberapa prosedur yang dijalankan oleh bank belum 
100% sesuai dengan teori yang ada.  
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Berdasarkan hasil wawancara informan 1 Bapak Yusuf Arafat, 
penyelamatan pembiayaan bermasalah tahap selanjutnya yaitu sesuai dengan 
peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/09/PBI/2011 tentang proses penyelesaian 
pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi. Cara ini diharapkan dapat 
membantu nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya atau kewajibannya. 
Cara ini di lakukan dengan melakukan penataan ulang waktu pembayaran maupun 
nominal pembayaran.  
Namun, pernayataan Bapak Yusuf ini berbeda dengan jawaban yang 
dikemukakan informan 2 yaitu nasabah BSM Cabang Boyolali. Menurut informan 
2 menyatakan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pihak bank 
hanya memberikan peringatan saja seperti dihubungi lewat telepon atau sms, 
diberikan surat peringatan dan didatangi langsung kerumahnya. Seharusnya 
setelah tahap tersebut dilakukan maka langkah selanjutnya yaitu dengan cara 
restrukturisasi tetapi pihak bank langsung menawarkan ke nasabahnya untuk 
dilelang jaminannya.  
Hasil pernyataan 2 informan diatas, bahwa yang dilakukan pihak BSM 
dalam menangani pembiayaan bermasalah belum sesuai antara hasil wawancara 
dengan pihak bank dengan pihak nasabah yang dilakukan di lapangan.  
Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah 
a. Penjadwalan Kembali (Rescheduling) 
Pertama, Bank melakukan perubahan persyaratan pembiayaan kepadasalah 
satu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut.Persyaratan 
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yang diberikan hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangkawaktu kredit 
yang memperoleh fasilitas rescheduling hanyalah debitur yangmemenuhi 
persyaratan tertentu antara lain usaha debitur memiliki prospekuntuk bangkit 
kembali dan debitur menunjukan itikad baiknya. 
b. Persyaratan Kembali (Reconditioning) 
Jika nasabah tidak ada itikad baik maka pihak Bank Syariah Mandiri 
Cabang Boyolali melakukan persyaratankembali yaitu perubahan sebagian 
atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yangtidak terbatas pada perubahan 
jadwal pembayaran, jangka waktu danpersyaratan lainnya sepanjang tidak 
menyangkut perubahan maksimal saldopembiayaan. 
c. Penataan Kembali (Restructuring) 
Jika tidak ada itikad baiknya lagi maka pihak Bank Syariah Mandiri 
Cabang Boyolali melakukan perubahansyarat-syarat pembiayaan yang 
menyangkut penambahan dana bank, konversiseluruh atau sebagian tunggakan 
bunga menjadi pokok penyertaan dalamperusahaan, yang dapat disertakan 
dengan penjadwalan kembali ataupersyaratan kembali. Namun nasabah yang 
mengalami keterlambatan dalam membayar angsurannya maka,petugas lebih 
menggunakan strategi yang pertama dalam penyelamatan yaitu rescheduling. 
Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut Azharsyah Ibrahim 
dan Arinal Rahmati (2017) sebagai berikut: 
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Tindakan penyelesaian pembiayaan dengan pendekatan penerimaan 
bertahap atau sekaligus, baik karena tidak memenuhi syarat untuk 
direstrukturisasi maupun karena debitur mengajukan permohonan untuk 
menyelesaikan pembiayaannya, dimana sumber pelunasan berasal dari pihak 
internal atau eksternal debitur atau dari hasil penjualan aset atau agunan. 
a. Penagihan 
Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali  melakukan penagihan rutin 
terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. 
Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 
1. Kunjungan langsung, petugas Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali  
mendatangi rumah nasabah agar mempercepat penyelesaian 
pembiayaan bermasalah. 
2. Setelah itu petugas memberikan surat-surat pemberitahuan dan surat 
peringatan penyelesaian pembiayaan, selain melakukan kunjungan 
langsung bank menerbitkan surat-surat yang ditunjukan kepada nasabah 
atau pemilik barang jaminan (PBJ) dengan jenis surat sebagai berikut: 
a. Surat Informasi Tunggakkan Hutang 
b. Surat Penagihan 
c. Surat Retaksasi Agunan 
d. Surat Peringatan 
e. Surat Rencana Lelang 
f. Surat Pengosongan Objek Agunan 
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b. Gugatan Hukum 
Salah satu penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah melalui gugatan 
hukum. Tujuan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui gugatan 
hukum dikarenakan gagalnya berbagai upaya penagihan yang dilakukan 
sebelumnya. Dasar pertimbangan Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali 
melakukan gugatan hukum adalah: 
1. Kualitas kredit atau pembiayaan dan keadaan debitur 
a. Kualitas kredit atau pembiayaan tergolong kuranglancar, diragukan, 
macet atau hapus buku. 
b. Debitur tidak kooperatif menyelesaikan hutangnya. 
2. Aspek hukum pengugatan agunan 
a. Penagihan barang agunan tidak sempurna sehingga tidak bisa 
dieksekusi. 
b. Bukti kepemilikan agunan yang dikuasai bank mempunyai kekuatan 
hukum untuk dilakukan gugatan. 
c. Nilai hak tanggungan tidak mencukupi menutupi hutang sehingga 
untuk penyelesaian sisa hutang dilakukan dengan gugatan. 
d. Melakukan eksekusi terhadap agunan Hak Tanggunan dan Fidusia 
Lembaga Hukum. 
3. Aspek terhadap pengikatan pembiayaan (perjanjian pembiayaaan) 
a. Pihak yang mendatangani perjanjian pembiayaan adalah orang yang 
berwenang. 
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b. Telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang 
berlaku. 
4. Pertimbangan ekonomis 
a. Nilai agunan pembiayaan yang digugat dapat menyelesaikan 
pembiayaan. 
b. Barang agunan yang akan digugat kalau dibiarkan maka dapat menjadi 
tidak terawat atau dikhawatirkan akan rusak atau musnah atau dicuri 
karena tidak ada pengawasan, sehingga akan berakibat turunnya nilai 
agunan. 
5. Pertimbangan lainnya 
Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan 
pembiayaandan permasalahan yang dihadapi sehingga gugatan hukum harus 
dilakukan. 
c. Eksekusi Lelang Hak Tanggunan 
Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan 
penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat untuk 
mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. 
Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali melakukan penjualan 
terhadapbarang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan 
kewajibannya.Didalam penjualan jaminan yang harganya lebih dari hutang 
nasabah, maka kelebihan dari kewajibannya itu akan dikembalikantetapi 
109 
 
jika hasil penjualan barang jaminan tidak menutupi hutang nasabah, maka 
pihak bank akan menagih kembali sesuai kekurangannya. 
Tujuan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan 
pelelangan agunan yang sudah dipasang hak tanggungan melalui KPKNL, 
adalah 
1. Untuk mempercepat proses penyelesaian pembiayaan bermasalah 
(NPF)termasuk nasabah yang telah dihapus buku. 
2. Untuk mengurangi resiko pembiayaan dan mengurangi penurunan 
CKPN 
3. Sebagai sumber dana yang dapat dipergunakan untuk ekspansi 
pembiayaan baru. 
d. WO (Write Off) 
Write Off didefinisikan sebagai penghapus bukuan untuk 
mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan. Selain 
itu juga dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah yang diperkirakan 
tidak dapat ditagih lagi,walaupun pihak bank tetap dapat melakukan 
penagihan atas pembiayaan macettersebut. Tujuan utama penghapus 
bukuan adalah untuk memperbaiki kondisirasio NPF. 
4.2.4 Mekanisme Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang 
Boyolali  
Berdasarkan hasil wawancara informan 1 Bapak Yusuf, 
Pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan bank kepada 
nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM 
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untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja 
atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit pembiayaan Rp 
2.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000. Persyaratan yang mudah, 
proses pembiayaan cepat dan angsuran ringan serta tetap hingga jatuh 
tempo adalah nilai plus terhadap pembiayaan mikro ini. Dengan 
keunggulan tersebut maka diharapkan dengan fasilitas yang diberikan 
mikro. Masyarakat kecil dan pelaku UMKM dapat tetap menjalankan roda 
perekonomiannya secara maksimal. 
Mikro sendiri menawarkan dua jenis produk yakni, pembiayaan 
usaha mikro madya dengan nilai Rp 2.000.000 hingga Rp 50.000.000 dan 
pembiayaan usaha mikro utama dengan nilai diatas Rp 50.000.000 hingga 
Rp 100.000.000. Cukup mudah bagi calon nasabah yang ingin mengajukan 
pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri.  
Yang pertama, calon nasabah harus memiliki tujuan yang jelas 
dimana calon nasabah harus mensepakati dengan pihak bank bahwa 
pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk usaha apa dan barang-
barang apa saja yang ingin dibeli.  
Akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro adalah akad 
murabahah. Implikasi dari penggunaan akad murabahah mengharuskan 
adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual. Sebagaimana diketahui 
dalam skema murabahah fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk 
kepentingan nasabah.  
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Dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan 
kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang 
setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus 
memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang 
diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian barang kepada nasabah. 
Perbedaan antara murabahah dan kredit konvensional adalah 
sebagai berikut : 
1. Prinsip dasar yang dipakai murabahah adalah akad jual beli sedangkan 
prinsip dasar yang dipakai kredit konvensional adalah pinjam 
meminjam. 
2. Dalam praktek pembiayaan murabahah hubungan antara bank syariah 
dan nasabahnya adalah penjual dan pembeli sedangkan pada kredit 
konvensional hubungan antar bank konvensional dan nasabah adalah 
sebagai kreditur dan debitur. 
3. Dalam murabahah hanya menghendaki satu harga dan tidak 
tergantung dengan jangka waktu pembayaran sedangkan kredit 
konvensional mengharuskan adanya perbedaan pembayaran sesuai 
dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Semakin lama waktu 
pembayaran semakin besar jumlah tanggungan yang harus dibayar. 
4. Keuntungan dalam praktek murabahah berbentuk margin penjualan 
yanga didalamnya sudah termasuk harga jual, sedangkan keuntungan 
pada kredit konvensional didasarkan pada tingkat satu suku bunga. 
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Nasabah yang mendapatkan kredit dari bank konvensional dibebani 
kewajiban membayar cicilan beserta bungan pinjaman sekaligus. 
Menurut peneliti dari sisi pembiayaan sebenarnya bank itu tidak 
tepat jika dalam produk komoditas pertanian menggunakan akad 
murabahah, karena akad murabahah lebih tepat digunakan untuk 
membiayai pembelian barang-barang konsumen seperti pembelian 
kendaraan, barang-barang multiguna (barang elektronik, perlengkapan 
rumah tangga, renovasi rumah dll). 
Untuk produk komoditas pertanian yang memiliki karakteristik 
yang lain lebih tepat menggunakan akad salam, karena akad jual beli 
salam jenis pembiayaan barang yang memerlukan proses pengolahan (in 
process) dan berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 6 bulan. Pihak 
perbankan syariah dapat melakukan pesanan untuk barang pertanian yang 
memiliki jangka waktu menghasilkan kurang dari 6 bulan, dengan 
memberikan pelunasan pembelian komoditi yang telah disepakatai. Pihak 
petani dapat menggunakan uang tersebut untuk mencukupi dalam 
pembelian input ataupun kebutuhan produksi yang lain.  
Pada saat melakukan akad, petani dapat membuat rincian 
kebutuhan biaya serta harga jual kepada pihak perbankan, sehingga pihak 
perbankan dapat membayar petani sesuai dengan biaya yang dibutuhkan 
beserta keuntungannya. Pada akhir masa panen, petani menyerahkan 
produk yang telah dihasilkan sesuai dengan kesepakatan awal dengan 
pihak bank. Bank akan memperoleh harga dasar produk pertanian dari 
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petani dan dapat langsung menjual ke pasar induk dengan harga diatas 
harga dasar. Selisih harga jual dengan harga dasar merupakan margin 
keuntungan yang diperoleh bank. Semakin besar kuantitas yang 
diperjanjikan maka semakin besar pula margin keuntungan yang 
diperoleh, hal ini juga turut membantu petani dalam hal pemasaran. 
Bank Syariah Mandiri diharapkan bisa meningkatkan pembiayaan 
di sektor mikro. Peningkatan pembiayaan mikro ini penting sebagai upaya 
peningkatan ekonomi masyarakat. Produk mikro Bank Syariah Mandiri 
juga seharusnya bisa memberikan kemudahan terkait agunan. Peningkatan 
akses permodalan ini diharapkan dapat melahirkan pengusaha-pengusaha 
baru. Perbankan Syariah juga harus meningkatkan pembiayaan yang 
murah, masuk ke daerah-daerah terpencil, supaya masyarakat merasakan 
kehadiran Perbankan Syariah. 
Kendala dalam minimnya pengetahuan ini mampu mengurangi 
pamor perbankan karena masyarakat yang ada tidak semuanya 
menggunakan jasa perbankan, karena mereka tidak mempercayai 
perbankan dikarenakan minimnya pengetahuan tadi. Dalam pengajuan 
pembiayaan ini yang sering kita jumpai banyak dokumen-dokumen yang 
harus dibaca mengenai perjanjian pembiayaan demi mempersingkat 
waktu, mereka hanya menandatangani dokumen yang ada tanpa membaca 
atau mengecek dokumen tersebut. 
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Solusi dalam menghadapi masalah pembiayaan mikro di Bank 
Syariah Mandiri dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah lebih 
tepatnya menyesuaikan dengan teori-teori yang ada, terutama peraturan 
Bank Indonesia Nomor : 13/09/PBI/2011 tentang proses penyelesaian 
pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi. Upaya untuk 
meminimalisir pembiayaan bermasalah, kemudian proses-proses yang 
dilakukan oleh BSM Cabang Boyolali dan cara restrukturisasi pembiayaan 
yang dilakukan sesuai dengan macam dan karakteristik nasabah, sehingga 
bisa mampu untuk menekan angka NPF (Non Performing Financing) yang 
ada di BSM. Sehingga NPF bisa turun dan kepercayaan dari masyarakat 
bisa lebih meningkat, dan prestasi BSM semakin meningkat dalam hal 
meminimalisir pembiayaan bermasalah dan meningkatkan layanan yang 
ada supaya lebih baik. 
Selain itu, kebanyakan masyarakat memang sudah mengetahui apa 
itu bank syariah, tetapi mereka tidak mengetahui produk-produk yang 
ditawarkan bank syariah, sehingga masyarakat yang tidak mengatahui 
produk-produk bank syariah tentunya tidak akan berminat untuk 
menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa 
fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang 
ditawarkan oleh bank konvensional, kecuali orang yang mempunyai 
keinginan kuat menabung pada bank syariah dikarenakan menghindari 
unsur riba. 
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Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah 
juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah 
itu sendiri. Secara mudahnya, pandangan masyarakat terhadap bank 
syariah tergantung dengan apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan 
tentang bank syariah rendah maka dalam memandang bank syariah 
pastinya rendah pula. Dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat 
akan pemahaman islam apalagi masalah perbankan bahkan perekonomian 
secara lebih luas maka perbankan syariah harus terus berkembang dan 
memperbaiki kinerjanya. 
 
116 
 
BAB V 
PENUTUP  
5.1 Kesimpulan  
Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan fakta-fakta diatas maka bisa 
diambil kesimpulan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah 
Mandiri Cabang Boyolali berjalan dengan baik, dan dengan penyelesaian cara ini 
terbukti bisa memabantu nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, 
sehingga nasabah bisa melunasi kewajibannya dengan baik.  
Bank Syariah Mandiri dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah 
belum 100% sesuai dengan peraturan yang ada di Bank Indonesia Nomor 
13/09/PBI/2011 tentang proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara 
restrukturisasi. 
Strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah terdiri dari beberapa 
tahapan, yaitu: pertama dengan melakukan pendekatan kepada nasabah. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang sedangterjadi pada nasabah serta 
memberikan alternatif solusinya. Kedua, penagihansecara intensif (collection). 
Dalam hal ini dilakukan dengan cara yaitupenagihan sesecara langsung dengan 
mendatangi anggota ke lokasi. Ketiga,teguran dengan melayangkan surat 
peringatan kepada nasabah, keempat, resheduling yaitu perpanjangan waktu jatuh 
tempo kepada nasabah. Kelima, restructuring yaitu dengan menambah jumlah 
kredit dan menambahequity (menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik). 
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Keenam, hapus buku (write off) yaitu langkah terakhir yang dilakukan untuk 
membebaskan nasabah dari beban hutangnya. 
Mekanisme pembiayaan mikro sudah sesuai dengan segi penggunaan 
dana, namun dalam hal penggunaan akad belum sesuai, dari sisi pembiayaan 
sebenarnya bank itu tidak tepat jika dalam produk komoditas pertanian 
menggunakan akad murabahah, karena akad murabahah lebih tepat digunakan 
untuk membiayai pembelian barang-barang konsumen seperti pembelian 
kendaraan, barang-barang multiguna (barang elektronik, perlengkapan rumah 
tangga, renovasi rumah dll). 
Untuk produk komoditas pertanian yang memiliki karakteristik yang lain 
lebih tepat menggunakan akad salam, karena akad jual beli salam jenis 
pembiayaan barang yang memerlukan proses pengolahan (in process) dan 
berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 6 bulan. bank lebih tepat 
menggunakan akad salam untuk produk yang komoditas pertanian.    
Perkembangan Non Performing Financing (NPF) pertiga tahun terakhir ini 
mengalami penurunan. Jumlah persentase NPF di tahun 2015 yaitu 4,05 %, tahun 
2016 yaitu 3,13 %, dan tahun 2017 yaitu 2,71 %. Hal tersebut tentunya cukup 
untuk membanggakan Bank Syariah Mandiri dalam mengatasi pembiayaan 
bermasalah. 
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5.2 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 
dikemukakan sebelumnya, upaya yang dapat dilakukan agar pembiayaan 
bermasalah dapat ditangani dengan baik sebagai berikut: 
1. Bagi pihak BSM 
a. Dalam menyalurkan pembiayaan BSM Cabang Boyolali harus 
memperhatikan dan memperketat prosedur serta persyaratan yang 
diberikan. Sehingga dapat meminimalisir resiko terjadinya 
pembiayaan bermasalah. 
b. Pihak BSM Cabang Boyolali harus cermat dalam menganalisis kriteria 
calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan. selain itu 
ketegasan harus dilakukan dalam menolak pembiayaan yang tidak 
sesuai dengan prinsip 5C meliputi: charakter (karakter), capacity 
(kapasitas), capital (modal), collateral (jaminan), condition (kondisi 
ekonomi). Sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya 
pembiayaan bermasalah. 
c. Pihak BSM Cabang Boyolali hendaknya mencari alternatif lain dalam 
menyelesaikan pembiayaan bermasalahanya seperti melakukan BI 
Checking, melakukan reconditioning, pengambilan alih jaminan, 
collection agent apabila marketing BSM dalam melakukan penagihan 
pembiayaan bermasalah hasilnya kurang efektif, maka boleh 
menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dan 
melakukan restructuring (penataan kembali). 
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Lampiran 1. Jadwal Penelitian 
 
No Bulan Februari  Maret April Mei  Agustus September  Oktober   November 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan Proposal X X X X                                                 
2 Konsultasi       X   X X   X    X    X                               
3 Revisi Proposal         X    X   X    X                                 
4 Pendaftaran Seminar 
Ujian Proposal 
               X                                        
5 Ujian Seminar Proposal                    X                                    
6 Pengumpulan Data                          X  X    X X  X  X                  
7 Analisis Data                                        X  X  X  X         
8 Penulisan Akhir Naskah 
Skripsi 
                                             X X X X     
9 Pendaftaran Munaqasah                                                   X X   
10 Munaqasah                                                      X  
11 Revisi Skripsi                                                      x 
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Lampiran 2. (Daftar Pertanyaan) 
Pedoman Observasi dan Wawancara Penelitian Bank Syariah Mandiri 
Cabang Boyolali 
1. Pedoman Observasi Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali  
Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu 
melakukan pengamatan tentang kebijakan penanganan pembiayaan 
bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali.  
2. Pedoman Wawancara Bank Syariah Mandiri Cabang Boyolali 
Wawancara dengan Micro Banking Manajer  
1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan mikro ? 
2. Bagaimana syarat dan prosedur pembiayaan mikro di BSM Cabang 
Boyolali?  
3. Bagaiman cara menganalisa calon nasabah pembiayaan mikro di BSM 
Cabang Boyolali? 
4. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh BSM Cabang 
Boyolali terhadap pembiayaan yang diberikan ?  
5. Bagaimana indikator pembiayaan sebelum dan sesudah bermasalah ? 
6. Apakah semua nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah 
diperlakukan sama ? 
7. Faktor apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ? 
8. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BSM 
Cabang Boyolali ? 
9. Apakah jaminan berperan dalam menentukan besarnya pembiayaan 
yang diberikan ? 
10. Bagaimana proses yang dilakukan BSM Cabang Boyolali sebelum 
dilakukan restrukturisasi ? 
11. Seberapa efektif proses restrukturisasi dalam pelaksanaan 
restrukturisasi ? 
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12. Apakah sudah banyak nasabah yang direstrukturisasi ? 
13. Setelah direstrukturisasi apa harapannya ? 
 
Wawancara dengan Consumer Bisnis Relationship Manajer 
1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif ? 
2. Bagaimana syarat pembiayaan konsumtif di BSM Cabang Boyolali?  
3. Bagaiman cara menganalisa calon nasabah pembiayaan konsumtif di 
BSM Cabang Boyolali? 
4. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh BSM Cabang 
Boyolali terhadap pembiayaan yang diberikan ?  
5. Bagaimana indikator pembiayaan sebelum dan sesudah bermasalah ? 
6. Apakah semua nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah 
diperlakukan sama ? 
7. Faktor apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ? 
8. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BSM 
Cabang Boyolali ? 
9. Seberapa efektif proses restrukturisasi dalam pelaksanaan 
restrukturisasi ? 
10. Apakah sudah banyak nasabah yang direstrukturisasi ? 
11. Setelah direstrukturisasi apa harapannya ? 
 
Wawancara dengan Nasabah  
1. Jenis pembiayaan apa yang Bapak/Ibu ambil ? 
2. Sejak kapan Bapak/Ibu menggunakan fasilitas pembiayaan pada BSM 
Cabang Boyolali ? 
3.  Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai pengawasan yang 
dilakukan oleh pihak BSM untuk nasabah supaya bisa tetap membayar 
dan memonitor nasabahnya ? 
4. Apa penyebab Bapak/Ibu mengalami pembiayaan bermasalah ? 
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5. Apa usaha Bapak/Ibu untuk tetap berusaha mengembalikan 
pembiayaan sampai lunas? 
6. Usaha apa yang dilakukan oleh pihak BSM Cabang Boyolali lakukan 
untuk membantu ibu agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah ? 
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai upaya yang dilakukan oleh 
pihak BSM Cabang Boyolali dalam menangani atau menghadapi 
debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah ? 
8. Kebijakan apa yang diambil oleh pihak BSM Cabang Boyolali untuk 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang Bapak/Ibu alami ? 
9. Dengan kebijakan itu apakah Bapak/Ibu bisa menyelesaikan 
pembiayaan bermasalah yang dialami dengan baik ? 
10. Adakah kendala yang Bapak/Ibu alami ketika proses restrukturisasi ? 
11. Apakah manfaat yang Bapak/Ibu rasakan setelah dilakukan 
restrukturisasi? 
12. Apakah kesan dan pesan Bapak/Ibu terhadap BSM Cabang Boyolali ?   
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Lampiran 3. Transkip Wawancara 1 
Nama Bapak Yusuf Arafat 
Jabatan Micro Banking Manajer 
Hari & Tanggal 15 Juli 2019 
Tempat & Waktu BSM Cabang Boyolali, Jam 10.00 WIB 
 
Hasil Wawancara 
N : Narasumber 1 (Informan Bapak Yusuf Arafat) 
P : Peneliti 
 
P : “Apa yang dimaksud dengan pembiayaan mikro ?” 
N : “Pembiayaan mikro adalah pembiayaan limit sampai dengan Rp 100 Juta.” 
P : “Bagaimana syarat dan prosedur pembiayaan mikro di BSM Cabang              
Boyolali?” 
N : “Persyaratan untuk : 
a. Wiraswasta/Profesi: Usaha telah berjalan minimal 2 tahun., Usia minimal 
21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan 
lunas, Surat keterangan/ijin usaha.  
b. Perorangan: Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 (satu) 
tahun, Usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimal 55 tahun 
pada saat jatuh tempo fasilitas pembiyaan, Surat keterangan kerja/SK 
Pegawai.  
c. Badan usaha: Usaha telah berjalan minimal 2 tahun, Surat keterangan/ijin 
usaha, Akte pendirian/perubahan perusahaan.” 
P : “Bagaiman cara menganalisa calon nasabah pembiayaan mikro di BSM 
Cabang Boyolali? 
N : “Menggunakan analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, condition) 
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  Kalau dari segi karakter memang saya melihat dari kesehariannya itu 
apakah orang ini memang istilahnya dari segi kan kebanyakan kita orang-
orang BSM itu orang muslim, kita lihat dari segi dia agamanya seperti apa 
misalnya. Ya itu tidak menjamin tapi kita lihat orang ini sanggup untuk 
membayar kepercayaan, dia bisa untuk mengembalikan ya udah kita kasih. 
Tapi kalau kan kita hanya melihat orang itu keadaan rumahnya atau 
bagaimana karakternya yang kita temukan itu seperti apa itu berbeda-beda, 
nah nanti saya melihat kalau karakter orang seperti ini dari cara dia berbicara, 
dia mengatakan bisa mengembalikan karena ada satu kejadian dia bilang 
rumahnya bagus rumah ibunya, dan dia bilang usahanya seperti intan-intan 
terlalu tinggi ternyata setelah saya survey tidak sesuai. Bahkan ketika saya 
pengen mau masuk ke ruang tamunya itu tidak bisa hanya diluar saja. 
Menjadi pertimbangan juga, itu akan kelihatan seperti apa jika kita datang 
kerumahnya.  
Kalau untuk kapasitas pembiayaan itu saya melihat awal-awal 
sepertinya nasabah ini, dia punya usaha yang memang kalau kita lihat bisa 
membiayaailah, kalau dia sanggup kita melihat ini punya hasil yang bisa nanti 
setiap bulan untuk menutupi, tapi kalau umpanya saya lihat keadaannya 
sendiri tidak bisa itu saya akan sampaikan ke BSM bahwa dalam jumlah 
sekian ini kita tidak bisa memberikan dalam jumlah besar atau gimana 
mungkin agak lebih kecil ataupun kita tidak bisa memberikan pinjaman 
karena nanti kita akan khawatirkan kedepanya dia tidak akan sanggup untuk 
mengembalikan angsuran pembiayaan itu.  
Untuk kemampuan modal dari usaha pemilik iya misalnya dia 
meminjam untuk modal usaha apa dan bisa tidak dia mengembalikan dalam 
waktu jangka yang ditentukan sama BSM bisa tidak, kalau dia sanggup kita 
akan berikan dan kita lihat lagi keadaannya orang ini bisa ngga 
mengembalikan jumlah angsuran setiap bulannya bisa apa ngga akan kita 
sampaikan kepada BSM.  
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Untuk agunan kita terima sebenarnya tidak merupakan faktor penentu 
memang. Tidak ada agunan pun disini yang 5 juta pun tidak wajib, tapi ya 
kita mintakan tidak senilai memang tapi yang penting ada gitu. Karena bukan 
faktor utama berdasarkan agunan, bahkan agunan itu kan sifatnya dia 
menyerahkan kita terima dan kita tidak minta karena dia menyerahkan kita 
terima sebagai itikad baik. Makanya jumlahnya kita juga tidak mengharuskan 
misalnya diatas 100% dari agunan.” 
P : “Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh BSM Cabang Boyolali 
terhadap pembiayaan yang diberikan ?” 
N : “Pengawasannya yang pertama yaitu melakukan penagihan kepada nasabah 
secara rutin setia bulan,kemudian dari BSM melakukan kunjungan ke lokasi 
usaha yang dilakukan nasabah serta untuk mengetahui perkembangan dan 
kendala-kendala yang dialami oleh nasabah dalam menjalankan usahanya, 
selanjutnya yaitu Memberikan solusi kepada nasabah terhadap permasakahan 
yang dialami dan juga memberikan surat peringatan tunggakan SP 1-3 dan 
memberikan tenggang waktu dalam penyelesaian.” 
P : “Bagaimana indikator pembiayaan sebelum dan sesudah bermasalah” 
N : “Owh iya, ini kalau angsuran nunggak 3 bulan. Jadi, kalau sudah 3 bulan ke 
atas itu kurang lancar.” 
P : “Apakah semua nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah 
diperlakukan sama ?” 
N : “Tidak, tergantung dari nasabahnya mempunyai i”tikad yang baik apa tidak 
untuk melunasi kewajibannya.” 
P : “Faktor apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ?” 
N : “Penyebabnya ya selama ini terutama dari usahanya. Jadi, klasifikasinya 
yang pertama usaha, penyebanya usahanya menurun kemudian banyak 
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pengeluaran untuk non usaha. Belum kalau karakter agak susah juga 
mendeteksi apakah ada kemauan dan kemampuan, tapi jelas kalau 
kemampuan kayaknya menjadi tidak ada karena untuk biaya obat tadi dan 
order menurun jadi disini kemampuanya menurun. Ya itu klasifikasinya 
banyak yang kesana. Kalau dari sisi internal kita itu ngga ada masalah, dia 
misalnya mau angsur kita ambil ya kita ambil, kita datengi setiap bulan di 
datengi mau setor berapa gitu. Dari pihak sini SDMnya juga sudah cukuplah 
untuk menghandle pihak yang bermasalah itu.” 
P : “Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BSM Cabang 
Boyolali ?” 
N : “Selama ini ya baru kunjungan-kunjungan. Kunjungan masih kita usahakan 
untuk ditagih. Jadi, belum ada lebih lanjut dari itu. Kita belum sampai 
penghapusan misalnya terus dijadikan infak itu belum, masih kita tagih dan 
secara pembukuan masih berupa tagihan.” 
P : “Apakah jaminan berperan dalam menentukan besarnya pembiayaan yang 
diberikan ?” 
N : “Ya tidak. Agunan kita terima sebenarnya tidak merupakan faktor penentu 
memang. Tidak ada agunan pun disini yang 5 juta pun tidak wajib, tapi ya 
kita mintakan tidak senilai memang tapi yang penting ada gitu. Karena bukan 
faktor utama berdasarkan agunan, bahkan agunan itu kan sifatnya dia 
menyerahkan kita terima dan kita ngga minta karena dia menyerahkan kita 
terima sebagai itikad baik. Makanya jumlahnya kita juga tidak mengharuskan 
misalnya diatas 100% dari agunan.” 
P : “Bagaimana proses yang dilakukan BSM Cabang Boyolali sebelum dilakukan 
restrukturisasi ?” 
N : “Proses yang pertama adalah menghubungi nasabah lewat telepon atau sms, 
terkadang ini ada nasabah terdapat yang telah mengganti nomor telepon 
mereka, namun selanjutnya nasabah tidak memberitahukan kembali nomor 
terbaru mereka kepada pihak bank. Selanjutnya proses yang kedua yaitu 
pemberian surat penagihan 1. Proses yang ketiga adalah penagihan langsung. 
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Penagihan langsung ini dilakukan oleh petugas dengan mendatangi rumah 
nasabah. Yang intinya adalah untuk mengetahui keadaan nasabah serta 
melakuka penagihan tunggakan. Namun pada tindakan ini masih ada saja 
yang belum mampu melunasi tunggakan hutangnya. Bahkan terdapat 
beberapa nasabah yang sengaja untuk tidak menemui atau beralasan tidak ada 
dirumah atau bisa disebut dengan sembunyi dari petugas. 
P : “Seberapa efektif proses restrukturisasi dalam pelaksanaan restrukturisasi ?” 
N : “Efektif, Karena apabila dilakukan sejak dini yaitu ketika pembiayaan tersebut 
sudah teridentifikasi akan mengalami masalah. Penyelesaian pembiayaan 
bermasalah melalui cara damai dapat dilakukan antara lain dengan keringanan 
pembayaran tunggakan pokok, penjualan agunan, pengambil alihan aset 
debitur oleh lembaga keuangan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah 
melalui saluran hukum tidak dilakukan oleh semua bank, karena penyelesaian 
pembiayaan bermasalah melalui hukum tergantung kebijakan dari pihak 
bank.” 
P : “Apakah sudah banyak nasabah yang direstrukturisasi ?” 
N : “Sudah mbak.” 
P  :“Setelah direstrukturisasi apa harapannya ? 
N :”Harapannya ya supaya kedepannya dalam memberikan pembiayaan lebih 
berhati-hati, menganalisi calon nasabah harus lebih teliti lagi dan 
meningkatkan SDM pegawai BSM Cabang Boyolali.  
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Transkip Wawancara 2 
Nama Ibu Dewi Ernawati 
Jabatan Consumer Bisnis Relationship Manajer 
Hari & Tanggal 10 Juli 2019 
Tempat & Waktu BSM Cabang Boyolali, Jam 13.00 
 
Hasil Wawancara 
N : Narasumber (Informan Ibu Dewi Ernawati) 
P : Peneliti 
 
P :”Apa yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif ?” 
N :”Pembiayaan yang sifatnya konsumtif, yang dipakai konsumennya sendiri.” 
P :”Bagaimana syarat pembiayaan konsumtif di BSM Cabang Boyolali?” 
N : “Syarat untuk mengajukan pembiayaan konsumtif yaitu seperti foto copy 
KTP,/SIM/Paspor, foto copy kartu keluarga, slip gaji, fotocopy surat nikah.”  
P :”Bagaiman cara menganalisa calon nasabah pembiayaan konsumtif di BSM 
Cabang Boyolali?” 
N :”Caranya yaitu dengan wawancara kepada calon nasabahnya, cari data 
pembanding. Misalnya dia adalah karyawan garmen nih, nah kira-kira 
perusahaan tersebut aktif apa tidak, verifikasi, kredibilitas nasabah, 
wawancara ke orang terdekat dan bahkan bisa wawancara ke atasannya.” 
P :”Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh BSM Cabang Boyolali 
terhadap pembiayaan yang diberikan ?” 
N :”Mengatahui bener-benar keadaan nasabah, dilihat KTP, tempat tinggal, orang 
terdekat sepeprti saudaranya atau orang tuanya.” 
P :”Bagaimana indikator pembiayaan sebelum dan sesudah bermasalah ?” 
N :”Itu kalau saya dalam jangka beberapa misalnya dia harus setiap bulan itu setor 
ke sini, ternyata dia dalam satu kali tidak setor dua kali tidak setor, lha dalam 
dua kali dia tidak setor ini sudah mulai ini keadaan ekonominya sedang ada 
136 
 
 
 
masalah. Dua kali terlambat atau tiga kali kita datangi atau misalnya satu 
bulan terlambat saja bulan kedua saya selalu datang. Kenapa kok ini tidak ada  
angsuran atau masalahnya apa ya mungkin dia utarakan nanti saya kasih 
solusinya, insyaAllah bulan berikutnya dia nitip.” 
P :”Apakah semua nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah 
diperlakukan sama ?” 
N :”Tidak mbak.” 
P :”Faktor apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ?” 
N :”Ada yang mengalami pembiayaan bermasalah yang sering terjadi itu pada 
produk yang sistem pembayarannya setor mbak yaitu di produk Griya BSM. 
Di produk griya BSM itu tidak mensyaratkan potong gaji, nah dari situ ada 
nasabah yang sering lalai dalam angsurannya. Selain itu ada kebutuhan yang 
mendadak, nah nasabah lebih memmentingkan kebutuhan itu dulu daripada 
membayar angsuran padahal sudah jatuh tempo.” 
P :”Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BSM Cabang  
Boyolali ?” 
N :Upayanya yaitu dilakukan 
a. Penjadwalan Kembali (Rescheduling) 
Pertama, Bank melakukan perubahan persyaratan pembiayaan kepada 
salah satu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut. 
Persyaratan yang diberikan hanya menyangkut jadwal pembayaran dan 
jangka waktu kredit yang memperoleh fasilitas rescheduling hanyalah 
debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain usaha debitur 
memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukan itikad 
baiknya. 
b. Persyaratan Kembali (Reconditioning) 
Jika nasabah tidak ada itikad baik maka pihak Bank Syariah Mandiri 
Cabang Boyolali melakukan persyaratan kembali yaitu perubahan 
sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada 
perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya 
sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo pembiayaan. 
137 
 
 
 
 
 
c. Penataan Kembali (Restructuring) 
Jika tidak ada itikad baiknya lagi maka pihak Bank Syariah Mandiri 
Cabang Boyolali melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan yang 
menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian 
tunggakan bunga menjadi pokok penyertaan dalam perusahaan, yang 
dapat disertakan dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali. 
Namun nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar 
angsurannya maka, petugas lebih menggunakan strategi yang pertama 
dalam penyelamatan yaitu rescheduling.” 
P :”Apa saja kendala dalam melaksanakan restukturisasi dari setiap nasabah?” 
N :”Pasti ada kendala mbak, yang pertama nasabah yang tidak koorperatif maka 
akan dilakukan lelang agunan.” 
P :”Seberapa efektif proses restrukturisasi dalam pelaksanaan restrukturisasi ?” 
N :”Selama ini efektif sih mbak, secara administratif, apabila terlambat pihak 
BSM masih ada kelonggaran, lewat 1 bulan dilakukan SP 1 dan kalau sudah 
masuk 14 hari kerja maka akan dikunjungi kerumahnya. ” 
P :”Apakah sudah banyak nasabah yang direstrukturisasi ?” 
N :”sudah mbak, selama ini masih bisa ditangani apabila ada nasabah yang 
mengalami kredit macet.” 
P :”Setelah direstrukturisasi apa harapannya ?” 
N :”Ya harapannya lebih berhati-hati lagi sih mbak, mengikitu persyaratan sesuai 
dengan SOP, dilihat dari kapasitasnnya, devisi risk memverifikasi data-data yang 
diajukan tim bisnis misalnya data pembanding data tadi, ini selain di BI 
CHECKING ya mbak.” 
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Transkip Wawancara 3 
Nama Bapak Suratomo 
Tanggal 29 Juli 2019 dan 05 November 2019  
Tempat & Jam Teras Boyolali, Jam 11.00 
 
Hasil Wawancara 
N : (Informan Bapak Suratomo) 
P : Peneliti 
 
P : “Jenis pembiayaan apa yang Bapak/Ibu ambil ?” 
N :”Pembiayaan yang saya ambil yaitu pembiayaan mikro mbak.” 
P :”Sejak kapan Bapak/Ibu menggunakan fasilitas pembiayaan pada BSM Cabang 
Boyolali ?” 
N :”Sejak tahun 2018 awal mbak bulan Januari.” 
P :”Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai pengawasan yang dilakukan oleh 
pihak BSM untuk nasabah supaya bisa tetap membayar dan memonitor 
nasabahnya ?” 
N :”Ya selama ini dalam sistem pengawasan dari pihak bank di hubungi lewat 
telepon atau sms mbak, saya belum bisa membayar angsuran sampai 3 bulan 
ini nah pihak bank BSM memberikan saya surat peringatan 1.” 
P :”Apa penyebab Bapak/Ibu mengalami pembiayaan bermasalah ?” 
N :”Penyebabnya yaitu karna ini kan musim kemarau ya mbak, nah saya 
mengalami gagal panen, jadi hasil penenan saya itu tidak memenuhi target 
mbak, gitu.” 
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P :”Usaha apa yang dilakukan oleh pihak BSM Cabang Boyolali lakukan untuk 
membantu ibu agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah ?” 
N :”Dari pihak bank BSM, setelah memberikan surat peringatan kepada sayan 
sampai SP 3, pihak bank langsung menawarkan kepada saya untuk melelang 
jaminan sertifikat tanah sawah saya mbak, tetapi saya ga mau karena 
sertifikat itu belum dibalik namakan atas nama saya sendiri mbak, jadi masih 
milik bersama sama adik saya belum dipecah nama sertifikatnya.” 
P :”Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak 
BSM Cabang Boyolali dalam menangani atau menghadapi debitur yang 
mengalami pembiayaan bermasalah ?” 
N :”Pendapat saya mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak BSM dalam 
menangani nasabah seperti saya awalnya baik sih mbak, dimulai dari 
pendekatan, silaturahmi kerumah saya tetapi saya agak ga suka mbak kenapa 
pihak bank itu langsung menawarkan lelang jaminan saya, apa tidak ada 
solusi lain gitu lo. Saya agak kecewa.” 
P :”Kebijakan apa yang diambil oleh pihak BSM Cabang Boyolali untuk 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang Bapak/Ibu alami ?” 
N :”Ya itu tadi mbak kebijakan yang pertama dihubungi lewat telepon atau sms, 
setelah itu apabila belum bisa membayar angsuran dikasih surat peringatan 1-
3, kemudian dilakukan penagihan langsung kerumahnya.”  
P :”Apakah kesan dan pesan Bapak/Ibu terhadap BSM Cabang Boyolali ?”   
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Lampiran 4. Surat Penelitian dari Lapangan  
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Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara 
Wawancara dengan Ibu Dewi Ernawati (Consumer Bisnis Relationship 
Manajer)  
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Wawancara dengan Bapak Yusuf Arafat (Micro Banking Manajer) 
 
 
Wawancara dengan Bapak Suratomo (Nasabah BSM Cabang Boyolali) 
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